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“Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru

langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan

kekuatan”.!

'Q.S: Ar-Rahman ayat 33, Kementerian Agama RI.
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ABSTRAK

Riska Nurjannah, 2020: Relevansi UU Rl NO0.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Di Era Revolusi Industri 4.0

UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada perkembangan
zaman era revolusi industri 4.0 ini, oleh sebagian kalangan di pandang banyak
ketinggalan zaman terhadap fakta ketenagakerjaan saat ini. Sehingga hal ini
menarik untuk diteliti kebenarannya. Pada faktanya revolusi industri 4.0 ditandai
perkembangan teknologi dan informasi yang sangat luar biasa. Sehingga era
revolusi industri 4.0 sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia.

Fokus kajian yang diteliti dalam skripsi adalah: 1) Bagaimana konsep
ketenagakerjaan dalam UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ? 2)
Bagaimana konsep ketenagakerjaan di Era Revolusi Industri 4.0 ? 3) Bagaimana
relevansi UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di Era Revolusi
Insustri 4.0 ?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui konsep ketenagakerjaan
dalam UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2) Untuk mengetahui
konsep ketenagakerjaan di Era Revolusi Industri 4.0. 3) Untuk mengetahui
relevansi UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Era Revolusi
Insustri 4.0.

Adapun penelitian ini menggunakan pendendekatan perundang-undangan
dan konseptual yang berjenis penelitian hukum normatif dengan cara meneliti
pustaka atau data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah UU
RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan buku revolusi industri 4.0,
sumber data sekunder penelitian ini berupa buku-buku artikel-artikel tentang
ketenagakerjaan, artikel-artikel tentang era revolusi industri 4.0, serta berita-berita
yang memuat ketenagakerjaan dan era revolusi industri 4.0. Teknik pengumpulan
data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi dan menggunakan analisis
data dengan metode analisis deskriptif.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) konsep ketenagakerjaan dalam
UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengandung peraturan bahwa
di tetapkan bekerja satu tempat 2) Konsep Ketenagakerjaan di Era Revolusi
Industri 4.0 banyak mengunakan sistem ketenagakerjaan baru sesuai
perkembangan zaman 3) relevansi UU RI No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan di Era Revolusi Insustri 4.0 kurang relevan, dikarenakan banyak
sistem ketenagakerjaan baru sesuai perkembangan zaman saat ini tidak ada atau
belum di atur dalam UU RI No0.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Sehingga perlu adanya penambahan atau revisi UU RI No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Negara Indonesia sekarang sudah merasakan semua tentang
perkembangan zaman yang bisa mempengaruhi segala bidang kehidupan
manusia baik dari segi pendidikan, politik, seni, budaya dan bidang ekonomi
sekalipun. Segala hal menjadi tanpa batas dan tidak terbatas akibat
perkembangan teknologi dan informasi, pada perkembangan inilah zaman
mulai masuk di era revolusi industri 4.0.

Era revolusi industri 4.0 nampaknya menjadi tema yang sangat menarik
dalam berbagai forum diskusi serta dalam berbagai karya tulis ilmiah, karena
era revolusi industri 4.0 sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan
manusia. Revolusi industri 4.0 merupakan revolusi industri keempat dan hadir
setelah terjadi revolusi industri pertama dengan ditemukannya mesin uap.
Revolusi industri kedua yang berkaitan dengan listrik, revolusi industri ketiga
yang serba komputerisasi.

“Revolusi industri 4.0 ditandai perkembangan teknologi dan informasi

yang sangat luar biasa. Dalam era ini sering terdengar istilah artificial

intelligent, robotika, internet of thinks hingga mesin cetak 3D”, ujar

Ruly Nuryanto, S.E.,M.Si, Deputi Pengembangan SDM, Kementerian

Koperasi & UKM R, di Hotel Tara Jogjakarta, Selasa (31/10).*

Sebelum tahun 1780-an manusia bekerja menggunakan tangan,

kemudian diciptakan mesin uap yang membuat transportasi berkecepatan

tinggi serta mempermudah produksi massal di pabrik-pabrik, dunia mulai

! http://ugm.acid/berita/17335-revolusiindustri4.0ekonomiberbagi



berubah drastis dalam revolusi industri pertama yang terjadi pada tahun 1790-
an. Kemudian revolusi industri kedua terjadi pada tahun 1870-an dengan
penggunaan listrik, minyak dan baja secara luas, perubahan ini mengarah ke
penemuan seperti bola, lampu, telegraf, dan mesin pembakaran internal.
Selanjutnya pada tahun 1980-an chip silikon menggembor-gemborkan
revolusi ketiga dengan peningkatan komputasi dan robotika yang amat pesat.
Dan pada saat ini kita lagi berada di tengah-tengah revolusi industri keempat
atau yang kerap dsebut revolusi industri 4.0, penyebaran global internet dan
teknologi baru seperti sensor nirkabel serta kecerdasan buatan atau Artificial
Intelligence (Al) merupakan pemicu revolusi industri 4.0 serta akan secara
radikal mengubah cara manusia hidup dan bekerja.’ Frasa revolusi industri
keempat atau revolusi 4.0 pertama kali diciptakan oleh Schwab pada tahun
2016, dan diperkenalkan pada tahun yang sama di world Economic
Forum.’Oleh karenanya ketika membahas tentang kehidupan manusia maka
tidak akan lepas dari hukum, karena hukumlah yang mengatur keseluruhan
aspek kehidupan manusia, termasuk pada sisi ekonomi atau hubungan kerja
manusia.

Salah satu pendapat ahli hukum E.M. Meyers, hukum adalah semua
peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah
laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa Negara
dalam melakukan tugasnya.” Oleh karena itu, peranan hukum dalam mengatur

kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu

?Astrid Savitri, Revolusi Industri 4.0, (Yogyakarta: Genesis,2019), 66.
3lbid: 64
* Ishag, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), 2.



sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai
makhluk sosial. hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan
sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu : ubi so cietes
ibi ius (dimana ada masyarakat di sana ada hukum).®

Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
merupakan peraturan atau hukum yang mengatur secara menyeluruh dan
komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia,
peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya
perluasan kesempatan Kkerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan
pembinaan hubungan industrial.® Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia
hukum ketenagakerjaan diatur secara khusus dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 3 Undang-
undang Nomor 13 tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan
ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keteketerpaduan melalui koordinasi
fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan
ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan Nasioanal,
khususnya asas demokkrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena
pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan
berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh. oleh
karenanya, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam

bentuk kerja sama yang saling mendukung.”

® Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung : Sinar Baru, 1983), 127.
® Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 2.
7 -

Ibid: 5



Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan merupakan salah satu sistem
hukum yang telah diaturnya sebagai pedoman ketenagakerjaan pada segala
aspek di dalamnya. Hukum tenagakerja atau hukum perburuhan (arbeidrechts)
Molenaar Asikin (1993:2) menyebutkan bahwa: Hukum perburuhan adalah
bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara
tenagakerja dan pengusaha, antara tenagakerja dan tenagakerja serta
tenagakerja dan pengusaha.®

Pada perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0, apakah konsep
hukum ketenagakerjaan yang telah tertuang dalam dalam UU RI No.13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan masih sesuai atau relevan terhadap fakta-fakta
ketenagakerjaan saat ini yang telah mengalami banyak perkembangan dari
berbagai segi, khususnya segi teknologi dan informasi yang sangat luar biasa?
Ataukah sudah tidak sesuai peraturan yang ada dengan keadaan
ketenagakerjaan yang mengalami perkembangan yang luar biasa pada era
revolusi industri 4.0 ini?

Perkembangan zaman era revolusi industri 4.0 dan ketenagakerjaan
saat ini pernah di bahas dimedia sosial yang diunggah pada selasa, 22 mei
2018, 2136 WIB melalui link internet BERITASATU.com

(http://www.beritasatu.com) yang berisi:

“Jakarta - Pemerintah dan DPR diminta segera merevisi Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka menghadapi dan
menerapkan Industri 4.0. Sebab undang-undang tersebut sudah ketinggalan
zaman dan tidak bisa mengakomodasi Industri 4.0. Demikian dikatakan anggota
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), M Aditya Warman kepada wartawan di
sela-sela acara peluncuran bukunya berjudul,”Industrial Relations Issues:

8khakim, Pengantar HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA Berdasarkan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003, (Bandung: PT.CITRA ADITIYA BAKTI,2003), 4.


http://www.beritasatu.com/

Industry 4.0 Perspectives, How to Develop Industrial Rel’s Peace in
Digitalization Era” di Gedung Apindo, Jakarta, Selasa (22/5).

Menurut Aditya, yang diatur dalam revisi UU 13 Tahun 2003 sedikitnya
tiga hal, pertama, hubungan industrial, yakni bagaimana hubungan antara
pemberi kerja dengan penerima kerja (pekerja) bukan lagi hubungan permanen
dan statis tetapi bersifat pertemanan atau parnership. Dalam hubungan seperti ini,
kata dia, pekerja bisa bekerja untuk sejumlah perusahaan yang berbeda. “Jadi
dalam hubungan kerja seperti ini waktu dan tempat kerjanya tidak mesti monoton
di suatu gedung serta waktunya fleksibel. Nah, hal seperti inilah harus diatur
dalam undangundang,” kata dia.

Kedua, employ cost atau gaji pekerja. Perhitungan pembayarannya bisa
saja per jam, per hari, per minggu atau per bulan tergantung kesepakatan atau
perjanjian dan sesuai tingkat keahlian. “Dalam konteks hubungan kerja dan
sistem penggajian seperti ini tentu kalau terjadi pemutusan hubungan kerja tidak
dikenal yang namanya uang pesangon,” kata dia.

Ketiga, peradilan hubungan industrial. Dalam undang-undang yang baru
nanti harus diatur perkara seperti apa yang masuk dalam ranah peradilan
hubungan industrial. Aditya mengatakan, Apindo sudah mengusulkan revisi UU
13 Tahun 2003 kepada pemerintah namun belum ada respons. ‘“Walaupun
demikian, Apindo tengah menyusun draf revisi UU 13 Tahun 2013 ini,” kata dia.
Menurut Aditya, Indonesia merupakan lahan yang subur untuk penerapan
Industri 4.0”.°

Berdasarkan fakta yang ada, dapat di pahami bahwa UU RI No.13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada perkembangan zaman era revolusi
industri 4.0 ini, oleh sebagian kalangan di pandang banyak ketinggalan zaman
terhadap fakta ketenagakerjaan saat ini. Maka dengan uraian latar belakang di
atas penulis tertarik untuk mengangakat permasalahan dengan suatu bentuk
penelitian hukum berjudul: “RELEVANSI UU RI NO.13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”

B. Fokus Kajian
1. Bagaimana konsep ketenagakerjaan dalam UU RI No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ?

2. Bagaimana konsep ketenagakerjaan di Era Revolusi Industri 4.0 ?

® BERITASATU.com (http://www.beritasatu.com)
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3. Bagaimana relevansi UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
di Era Revolusi Insustri 4.0 ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui konsep ketenagakerjaan dalam UU RI No.13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui konsep ketenagakerjaan di Era Revolusi Industri 4.0.
3. Untuk mengetahui relevansi UU RI No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, di Era Revolusi Insustri 4.0.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi di Fakultas
Syariah lain Jember. Serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di
bidang Hukum Ekonomi pada perelevansian UU RI No.13 tahun 2003
tentang Ketenagalerjaan, di Era Revolusi Insustri 4.0.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini akan menjadikan pengalaman dan pengetahuan
baru di bidang Hukum Ekonomi pada perelevansian UU RI No.13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di Era Revolusi Insustri 4.0.
b. Bagi IAIN Jember
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan dan wawasan mengenai perelevansian UU RI No.13



tahun 2003 tentang Ketenagalerjaan, di Era Revolusi Insustri 4.0.
Selain itu dapat bermanfaat untuk menambah kepustakaan serta dapat
di jadika referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya di
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN
Jember.
c. Bagi Pembaca dan Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan wawasan
mengenai  perelevansian UU RI No.13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, di Era Revolusi Insustri 4.0.
E. Defenisi Istilah
Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang
menjadikan titik tumpu perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya
agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana
dimaksud oleh peneliti.’® Adapun definisi istilah dari judul penelitian ini
adalah:
1. Relevansi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti
bersangkut paut, berguna secara langsung, kaitan, hubungan.** Feriaman
Laoli (2010:1) menyatakan bahwa pengertian relevansi adalah:
“suatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu
pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Dokumen

akan relevan bila dokumen tersebut mempunyai topik yang sama atau
berhubungan dengan subjek yang di teliti (topical relevance). Pada

19 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan karya ilmiah ( Jember: IAIN Jember Press, 2018), 52.
1 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)



berbagai tulisan mengenai relevance, topicality (topik) merupakan
faktor utama dalam penilian kesesuaian dokumen”.

2. Undang-undang R1 No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
merupakan peraturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain
mencakup  pengembangan sumber daya manusia, peningkatan
produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan
kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan
hubungan industrial. Isi Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan meliputi:

BAB I : Ketentuan Umum (Pasal 1)

BAB Il : Landasan, Asas, dan Tujuan (Pasal 2 S/D 4)

BAB Il : Kesempatan dan Perlakuan yang Sama (Pasal 5 S/D 6)
BAB IV : Perencanaan tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan

(Pasal 7 S/D 8)

BAB V : Pelatihan Kerja (Pasal 9 S/D 30)

BAB VI : Penempatan Tenaga Kerja (Pasal 31 S/D 38)

BAB VII : Perluasan Kesempatan Kerja (Pasal 39 S/D 41)

BAB VIII : Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 42 )

BAB IX : Hubungan Kerja (Pasal 50 S/D 66)

BAB X . Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan (Pasal 67
S/D 101)

BAB XI : Hubungan Industrial (Pasal 102 S/D 149)

BAB XII : Pemutusan Hubungan Kerja (Pasal 150 S/D 172)



BAB XIlI : Pembinaan (Pasal 173 S/D 175)
BAB XIV : Pengawasan (Pasal 176 S/D 181)

BAB XV : Penyidik (Pasal 182)

BAB XVI : Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi (Pasal 183 S/D
190)

BAB XVII  : Ketentuan Peralihan (Pasal 191)

BAB XVIII : ketentuan Penutup (Pasal 192 S/D 193)

Pasal 192 UU RI No. 13 Tahun 2003 menyatakan pada saat mulai
berlakunya UU RI No. 13 Tahun 2003, yaitu pada tanggal 25 maret 2003,
maka tidak berlaku lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang ketenagakerjaan sebelumnya.*?

3. EraRevolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 adalah Revolusi Industri keempat yang
dibangun diatas Revolusi Digital, mewakili cara-cara baru ketika teknologi
menjadi tertanam dalam masyarakat dan bahkan tubuh manusia saat ini.
Frasa revolusi industri keempat atau revolusi 4.0 pertama kali diciptakan
oleh Schwab pada tahun 2016, dan diperkenalkan pada tahun yang sama di
world Economic Forum.*® Revolusi Industri keempat di tandai dengan
munculnya terobosan teknologi di sejumlah bidang, termasuk robotika,
kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi,
Internet of Things (loT), percetakan 3D, dan kendaraan Otonom

(autonomous vehicles). Serta Revolusi Industi keempat adalah lingkungan

2 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 2.
13 Astrid Savitri, Revolusi industri 4.0, 64.
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Kita saat ini yang dirasakan terus berkembang. Teknologi dan tren dalam
era 4IR seperti Internet of Things (10T), robotika, virtual reality (VR) dan
kecerdasan buatan (Al), akan mengubah cara kita hidup dan bekerja.'*
F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu ilmu atau studi mengenai sistem,
ataupun tindakan mengerjakan investigasi. Menurut Sutrisno Hadi,
mendefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang mana dilakukan dengan
metode ilmiah."
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
a. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan
Perundang Undangan dan Konseptual. Pendekatan perundang-
undangan digunakan oleh peneliti, karena penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif yang menempatkan undang-undang sebagai
sumber data dalam penelitian. Serta penelitian ini tidak lepas dari
undang-undang yang mempunyai kesesuaian dengan judul penelitian.
Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan konseptual.
Penggunaan pendekatan ini guna memaparkan konsep-konsep
maupun teori-teori yang menunjang terkait penelitian yang akan

dilakukan. Seperti konsep ketenagakerjaan dalam UU RI No.13 Tahun

4 Astrid Savitri, Revolusi Industri 4.0,(Yokyakarta: Genesis,2019), 63.
> Muhammad Teguh, metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), 7.
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2003, konsep ketenagakerjaan di Era Revolusi Insustri 4.0 dan lain
sebagainya.
b. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut
Soerjono Soekamto, penelitian normatif merupakan penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Penelitian hukum normatif sendiri mencakup penelitian
terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum,
penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,
perbandingan hukum dan sejarah hukum.®

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum
doktrinal. Pada penelitian hukum acapkali hukum dikonsepsikan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in
books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.*’

Penelitian ini menyimpulkan bahwa data-data informasi
berbagai macam materi diperoleh melalui kepustakaan. Penekanaan
dari penelitian ini berdasarkan atas kajian teori, khasanah ilmu,
paradikma konsep, dan asumsi keilmuan yang relevan dengan masalah

yang dibahas.

1% Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normative; Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali
Press, 2006), 14.

Y Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,
2013), 118.
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Penulis dalam penelitian ini memusatkan perhatian literatur-
literatur yang memuat tentang data mengenai konsep ketenagakerjaan
dalam UU RI No.13 Tahun 2003, konsep ketenagakerjaan di Era
Revolusi Insustri 4.0, serta memuat tentang data yang mengandung
literatur relevansi UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
di Era Revolusi Insustri 4.0.

2. Data dan Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland
adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen atau lampiran-lampiran. Sumber data dalam penelitian ini terbagi
menjadi dua, yaitu:*®
a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan
sumber data secara langsung tanpa melalui perantara. Adapun data
primer dari penelitian ini adalah UU RI No0.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan buku industri 4.0.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan data
secara tidak langsung seperti melalui orang lain atau melaui
dokumen.’® Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah buku-

buku artikel-artikel tentang ketenagakerjaan, artikel-artikel tentang era

'8 Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013) , 218.
9 M Djamal, Paradikma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), 64.
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revolusi industri 4.0, serta berita-berita yang memuat ketenagakerjaan
dan era revolusi industri 4.0.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama
dalam kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data.?

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode
dokumentasi yaitu berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Pada
penelitian ini berupa peraturan, tulisan, berita dan karya monumental dari
seseorang seperiti journal atau artikel-artikel. Adapun dokumentasi dalam
penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang hukum
ketenagakerjaan dan era revolusi industri 4.0.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data yang diperoleh
dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menerangkan serta
menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan
dengan masalah penelitian dan bersifat induktif, yaitu suatu analisis
berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya di kembangkan menjadi
hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari

data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya disimpulkan apakah

25ugiyono, metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung:
Alfabeta, 2014), 308.
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hipotesis tersebut di terima atau ditolak berdasarkan data yang
terkumpul.?
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam
memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan
skripsi nantinya yang dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan
pembaca karya tulis ini. Untuk memudahkan dalam pembuatan skripsi
nantinya, maka sebaiknya disusun suatu sistematika yang sesuai dengan
urutan-urutan yang ada dalam penelitian ini.

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran
secara singkat tentang semua hal yang berkaitan dengan pembahasan
penelitian, sistematika pembahasan tersebut meliputi:

BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari sub-sub bab yaitu: Latar belakang sebagai
bahan pertimbangan awal mengetahui dan mengkaji lebih jauh dari
permasalahan yang ada, sebagai kelanjutannya adalah fokus penelitian, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, defenisi istilah, metode pelitian, selanjutnya

gambaran teknis dalam penelitian diklasifikasikan kedalam sistematika

pembahasan.

2! Sugiono, Memahami Penelitian Kuliatatif (Jakarta: Alfabeta,2013), 89.
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BAB Il KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori mengenai
relevansi UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagalerjaan, di Era Revolusi
Insustri 4.0
BAB I KONSEP KETENAGAKERJAAN DAN KONSEP
KETENAGAKERJAAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Bab ini menguraikan tentang konsep ketenagakerjaan dalam UU RI
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta juga menerangkan konsep
Era Revolusi Industri 4.0.
BAB IV RELEVANSI UU RI NO.13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN, DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Bab ini menganalisi tentang relevansi UU RI No0.13 Tahun 2003
tentang Ketenagalerjaan, di Era Revolusi Insustri 4.0. Apakah pada era
revolusi industri 4.0 ini UU RI No.13 Tahun 2003 yang dijadikan pedoman
ketenagakerjaan tetap sesuai atau relevan pada perubahan zaman ini yang
sering kita sebut era revolusi industri 4.0.
BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, sebagai sub bab terkait
dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan

pembahasan yang telah dijelaskan dari hasil penelitian.



BAB |1
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dijadikan referensi dalam
penulisan penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat berupa karya tulis ilmiah
seperti jurnal, dan sekripsi.

Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi
penelitian ini antara lain:

1. Galuh Faradhilah Yuni Astuti, 2015, mahasiswa FAkultas Hukum

Universitas Negeri Semarang, yang berjudul:”Relevansi Hukum Pidana
Adat Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia”.??

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif melalui pendekatan
yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka,
dan wawancara. Permasalahan yang diambil adalah relevansi hukum
pidana adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana di
Indonesia dan penerapan hukum dalam penyelesaian perselisihan atau
tindak pidana berdasarkan hukum pidana adat di suku Tengger.

Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang relevansi
hukum. Dan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang relevansi
hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum Indonesia, sedangkan

penelitian penulis meneliti tentang relevansi UU RI No.13 tahun 2003

tentang ketenagakerjaan, di era revolusi industri 4.0.

22 Galuh Faradhilah Yuni Astuti, “Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum
Indonesia”, (skripsi, FAkultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015).

16
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2. Laurensius Arliman S, 2017, mahasiswa Doktor llmu Hukum Universitas
Andalas Padang, yang berjudul:”Perkembangan dan Dinamika Hukum
Ketenagakerjaan Di Indonesia”.®

Penelitian ini bersifat yuridis normatif atau penelitian yang
menganalisis hukum. Permasalahan yang di ambil adalah pengaturan
ketenagakerjaan sebelum kemerdekaan, hukum ketenagakerjaan sesudah
kemerdekaan dan dinamikanya, dan cita-cita pembangunan hukum
ketenagakerjaan.

Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang hukum
ketenagakerjaan. Dan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang
perkembangan dan dinamika hukum ketenagakerjaan di Indonesia,
sedangakan penelitian penulis meneliti tentang relevansi UU Rl No.13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di era revolusi industri 4.0.

3. Banu Prasetyo dan Umi Trisyasnti, 2018, UPT PMK Sosial Humaniora
FBMT Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang berjudul:”Revolusi
Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial.”?*

Permasalahan yang di ambil adalah bagaimana revitalisasi peran
ilmu hukum sosial humoniora sebagai dasar acuan pengembangan

teknologi dan bagaimana tantangan perubahan sosial pada era revolusi

industry 4.0.

23 Arliman S, “Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”, (jurnal,
mahasiswa Doktor IImu Hukum Universitas Andalas Padang,2017).
2 Banu Prasetyo dan Umi Trisyasnti, “Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial”
(jurnal, UPT PMK Sosial Humaniora FBMT Institut Teknologi Sepuluh Nopember,2018).
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Penelitian ini bersifat kualitatif, data yang diperoleh berasal dari
kajian pustaka yang dianalisis secara hermeneutik filosofis.

Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang revolusi
industri 4.0. Dan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang
Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial, sedangkan penelitian
penulis meneliti tentang relevansi UU RI No0.13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, di era revolusi industri 4.0.

B. Kajian Teori
1. Ruang lingkup UU RI No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan diatur dalam undang-undang No.13 tahun 2003,
yang diundangkan pada Lemabaran Negara tahun 2003 Nomor 39 pada
tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan
tersebut.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
Negara Rl Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya
untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta
mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil
maupun spiritual (Penjelasan Umum atas UU No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan).”®

% Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 1.
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a. Pengertian ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan berasal dari kata dasar “tenaga kerja” yang
artinya segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Pasal 1 huruf 1 UU. No.13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).?®
Hal yang dibahas dalam UU. No.13 tahun 2003 ini sebagian
besar adalah merupakan hal-hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu selama masa kerja dan hal yang berhubungan dengan
tenaga kerja sesudah masa kerja, misalnya pension dibahas dalam
pemutusan hubungan kerja nantinya. Hal yang berhubungan dengan
tenaga kerja sebelum masa kerja misalnya kesempatan Kerja,
perencanaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja.?’
b. Subjek hukum ketenagakerjaan
1) Pekerja/buruh
Undang-undang RI No0.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pasal 1 angka 3 memberikan pengertian
pekerja/buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain”.?®
Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas
karena mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik
perorangan, persekutuan, badan hukum, atau badan lainnya dengan

menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain atau apapun.

% 7aeni Asyhadie, Hukum Kerja, (Jakarta: Rajawali pers, 2008), 1.
%" Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, 4.
% pasal 1 angka 3, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu kareana upah
selama ini diidentikan dengan uang, padahal adapula pekerja/buruh
yang menerima imbalan dalam bentuk barang.*

2) Pengusaha/pemberi kerja

Undang-undang RI  No0.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pasal 1 angka 5 memberikan pengertian
pengusaha adalah:

a) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya;

C) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar
wilayah Indonesia.*

Selain pengertian pengusaha Undang-undang RI No.13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga member penegertian
pemberi kerja yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya (Pasal

1 angka 4). Pengaturan istilah pemberi kerja ini muncul untuk

2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada,2003), 35.
%0 pasal 1 angka 5, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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menghindari orang yang bekerja pada pihak lain yang tidak dapat
di kategorikan sebagai pengusaha Kkhususnya bagi sector
informal >
Serikat pekerja/buruh
Serikat pekerja/buruh adalah organisasi yang di bentuk dari,
oleh, dan untuk pekerja/buruh, baik di perusahaan maupun di luar
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta
melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.®
Dari pengertian diatas maka dapat di simpulkan bahwa
suatu serikat pekerja/buruh harus mengandung sifat-sifat bebas,
terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Seperti
penjelasan berikut;®
a) Bebas, maksudnya sebagai organisasi dalam melaksanakan hak
dan kewajibannya serikat pekerja/buruh, federasi, dan
konfederasi serikat pekerja/buruh tidak dibawah pengaruh dan
tekanan dari pihak lain.
b) Terbuka, bahwa serikat pekerja/buruh, federasi, dan
konfederasi serikat pekerja/buruh dalam menerima anggota dan
atau memperjuangkan pekerja/buruh tidak membedakan aliran

politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.

% 1bid., 36.

%2 Undang-undang R No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 17)
% Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, (Jakarta: Rajawali pers, 2008), 23.
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¢) Mandiri, vyaitu dalam mendirikan, menjalankan, dan
mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri,
tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi.

d) Demokratis, maksudnya dalam pembentukan organisasi,
pemilihan pengurus, memperjuangkan, dan melaksanakan hak
dan kewjiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip
demokrasi.

e) Bertanggung jawab, bahwa hak dalam mencapai tujuan dan
melaksanakan kewajibannya serikat pekerja/buruh, federasi,
dan konfederasi serikat pekerja/buruh bertanggung jawab
kepada anggota, masyarakat dan Negara.

4) Organisasi pengusaha
Dalam pasal 105 UU RI No.13 Tahun 2003, mengenai
organisasi pengusaha ditentukan sebagai berikut:

a) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota
organisasi pengusaha.

b) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ber-laku.*

Keterkaitan dalam bidang ketenagakerjaan UU RI No. 13

Tahun 2003 tidak menentukan sama sekali tentang organisasi

pengusaha, oleh karena itu dalam membahas organisa pengusaha

% pasal 105, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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ini perlu mengetahui organisasi pengusaha di Indonesia, antara
lain:®
a) KADIN
Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan
bergerak di bidang perekonomian, yang bertujuan membina
dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, kepentingan
pengusaha Indonesia Negara, koperasi, dan usaha swasta. Serta
menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha bagi
pengusaha Indonesia.
b) APINDO
APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) adalah
organisasi pengusaha yang khusus mengurus masalah yang
berkaitan dengan ketenagakerjaan. Yang memiki tujuan
mempersatukan dan membina pengusaha, menciptakan dan
memelihara keseimbangan ketenagakerjaan, dan meningkatkan
produktivitas kerja.
5) Pemerintah/penguasa
Campur tangan Negara (pemerintah/penguasa) dalam soal-
soal ketenagakerjaan/perburuhan merupakan faktor yang sangat
penting, karena dengan adanya campur tangan Negara inilah
hukum ketenagakerjaan/perburuhan menjadi adil. Bentuk campur

tangan Negara dalam soal-soal ketenagakerjaan/perburuhan

% |bid., 32.
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Nampak jelas dengan adanya instansi-instansi yang berwewenang
dan mengurus persoalan ketenagakerjaan/perburuhan tersebut.*
Seperti halnya peran pegawai pengawas sebagai penyidik
PNS ini diakui dalam Undang-undang No0.13 Tahun 2003 yakni
selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga
kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang
khusus sebagai penyidik pegawai egeri sipil sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 182 ayat 1).*’
2. Tinjauan Era Revolusi Industri 4.0
a. Pengertian, sejarah, dan perkembangan revolusi industri
Revolusi industri adalah periode industrialisasi besar-besaran
atau perubahan secara besar-besaran yang terjadi selama akhir 1700-an
hingga awal tahun 1800-an. Dimulai dari Britania Raya dan kemudian
dengan cepat menyebar keseluruh dunia. Revolusi industri juga
merupakan titik penting dalam sejarah seluruh dunia. Berawal dari
Inggris dan kemudian dengan cepat tersebar diseluruh Eropa.*®
Perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur,
pertambangan, transportasi, dan teknologi yang terjadi selama akhir
1700-an hingga awal tahun 1800-an ini sangat berdapak terhadap
kondisi sosial, ekonomi, dan budayadi dunia.
Dimasa ini berbagai penemuan baru, cara memproduksikan

barang, dan teknik perdagangan dan pertanian mengubah dunia

% zainal Hasikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 56.
%7 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 49.
% Astrid Savitri, Revolusi Industri 4.0, (Yogyakarta: Genesis,2019), 8.
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menjadi yang kita kenal sekarang. Keadaan ini juga memicu migrasi
besar-besaran dari daerah pendesaan ke perkotaan, karena begitu
banyak peluang baru muncul. Cara hidup dan cara berbisnis berubah
drastic sepanjang priode waktu. Hal ini berdampak karena revolusi
industri yang membuat perubahan dan perkembangan zaman.
Klasifikasi era revolusi industri

1) Erarevolusi industri 1.0

Era revolusi industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi
produksi untuk menunjang efektifitas dan efisiensi aktivitas
manusia, penemuan baru pada era revolusi industri 1.0 ini seperti
kreta api lintas benua, listrik, tekstil yang bersamaan dengan
pengembangan mesin uap.

Era revolusi industri 1.0 ini berlangsung sejak 1492, ketika
Colombus berlayar, perkembangan era ini semakin nampak pada
tahun 1790-an, membuka perdagangan anatara dunia lama dan
dunia baru hingga sekitar tahun 1800. Proses ini kemudian
membuat dunia menyusut dari ukuran besar menjadi sedang.
Tenaga penggerak dalam era ini ditentukan oleh seberapa besar
otot, seberapa besar tenaga kuda, seberapa besar tenaga angin, dan
seberapa besar tenaga uap yang dimiliki oleh suatu negara serta
seberapa besar kreativitas untuk memanfaatkannya. Pada masa ini,
negara dan pemerintah yang biasanya dipicu oleh agama,

imperialisame, maupun gabungan dari keduanya mendobrak
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dinding dan berusaha merangkum dunia menjadi satu hingga
terjadi penyatuan global.*®
Era revolusi industri 2.0

Era revolusi industri 2.0 ditandai oleh produksi massal dan
standarisasi mutu. Era revolusi industri 2.0 berlangsung dari sekitar
tahun 1800 hingga 2000 diselingi oleh masa depresi besar serta
Perang Dunia | dan Il. Masa ini menyusutkan dunia dari ukuran
sedang ke ukuran kecil. Dalam era ini, pelaku utama perubahan
atau kekuatan yang mendorong proses penyatuan global adalah
perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan ini mendunia
demi pasar dan tenaga kerja, dengan dipelopori oleh Revolusi
Industri serta ekspansi perusahaan-perusahaan yang bermodal dari
Belanda dan Inggris. Kekuatan yang menggerakkan globalisasi ini
adalah terobosan di bidang perangkat keras, yang berawal dari
kapal uap dan kereta api, hingga kemudian telepon dan komputer.*°
Era revolusi industri 3.0

Era revolusi industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian
massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot,
internet dan beberapa perangkat yang dapat diakses. Era revolusi

industri 3.0 dimulai pada sekitar tahun 1950-an, era ini membawa

%9 Banu Prasetyo dan Umi Trisyasnti, “Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial”
(jurnal, UPT PMK Sosial Humaniora FBMT Institut Teknologi Sepuluh Nopember,2018), 23.

' 1bid., 23.
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semikonduktor, komputasi mainframe, komputasi personal, dan
internet menuju revolusi digital.**
4) Era revolusi industri 4.0

Era revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan penyebaran
global internet dan teknologi baru seperti sensor nirkabel dan
kecerdasan buatan (Al). Kanselir Jerman, Angela Merkel (2014)
berpendapat bahwa Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif
dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan
teknologi digital dan internet dengan industri konvensional.
Schlechtendahl dkk (2015) menekankan definisi kepada unsur
kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan
industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu

berbagi informasi satu dengan yang lain.*?

- Astrid Savitri, Revolusi Industri 4.0, 40.
*Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo,“Industri 4.0 Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah
Perkembangan Riset”, (jurnal, Surakarta:Untiversitas Sebelas Maret, 2017), 19.
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KONSEP KETENAGAKERJAAN DALAM UU RI NO.13 TAHUN 2003
DAN KONSEP ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
A. Konsep Ketenagakerjaan Dalam UU RI NO.13 Tahun 2003
1. Landasan, Asas, dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan
a. Landasan, dan Asas Hukum Ketenagakerjaan
Landasan hukum ketenagakerjaan adalah dasar Negara yaitu
Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Adapun landasan
oprasional hukum ketenagakerjaan yaitu program pembangunan
nasional yang menjadi landasan pelaksanaaan pembangunan hukum
ketenagakerjaan sebagian  dari pelaksanaan pembangunan pada
umumnya.*®
Dan asas hukum ketenagakerjaan berdasarkan pasal 2 Undang-
undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan,
bahwa:
“Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19457
Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut di tegaskan,
bahwa:
“Pembangunan ketenagakerjaan di laksanakan dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia Seutuhnya, Oleh itu,

pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk
mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang

4. Zaeni Asyhadie & Rahmawati Kusuma, HUKUM KETENAGAKERJAAN, (Jakarta:
PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 21.
* Pasal 2, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun
spiritual .

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai
dengan asas pembangunan Nasional, khususnya asas demokrasi, adil
dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan
multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara
pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Oleh karena itu,
pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk
kerja sama yang saling mendukung sehingga asas hukum
ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi
fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.*

b. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan bahwa, bahwa pembangunan ketenagakerjaan
bertujuan:

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara

optimal dan manusiawi,

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan
nasional dan daerah,

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam

mewujudkan kesejahteraan dan,

d. meningkatkan  kesejahteraan  tenaga kerja  dan

keluarganya”. 46

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja maksudnya

untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga

* Sayid Mohammad Rifgqi Noval, HUKUM KETENAGAKERJAAN, ( Bandung: PT Refika
aditama, 2017), 104.
* pasal 4, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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kerja Indonesia. Serta tenaga kerja Indonesia diharapkan dapat
berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, namun
dengan tetap junjung tinggi nilai-nilai kemanusian. Dengan demikian
tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah menjadikan tenaga kerja
Indonesia sebagai subjek pembangunan, bukan menjadi objek
pembangunan.*’
2. Hubungan Kerja
Hubungan kerja ini pada dasarnya adalah hubungan antara tenaga
kerja/buruh dengan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu
perjanjian dimana pihak kesatu, tenaga kerja mengikatkan dirinya pada
pihak lain, si pengusaha untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan
pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan tenaga
kerja dengan membayar upah.*®
Seperti halnya dalam pasal 50 Undang-undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dinyatakan, bahwa:
“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja/buruh » 49
Ada beberapa defenisi dari hubungan kerja ini, sebagai berikut:*
a. Hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa

seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang

*" bid., 105.

* H.Zainal hasikin,SH.,S.U.(Ed.) Dkk, DASAR-DASAR HUKUM PERBURUHAN, (Jalarta: PT
Grafindo Persada, 2008), 65.

* pasal 50, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja

yang telah disepakati.

b. Hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan
pekerja yang timbul dari perjanjian yang di adakan untuk jangka waktu
tertentu maupun tidak tertentu.

c. Pasal 1 angka 15 UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dikemukakan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai
unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Dengan demikian hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal
berikut:

a. Pembuatan perjanjian kerja (merupakan titik tolak adanya suatu
hubungan kerja)

b. Kewajiban pekerja (melakukan pekerjaan)

c. Kewajiban pengusaha

d. Berakhirnya hubungan kerja

e. Cara penyelesaian  perselisihan  antara  pihak-pihak  yang

bersangkutan.>*

Adapun perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja dibuat

secara tertulis atau lisan seperti yang tertuang dalam UU RI No.13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 51. Dan pada pasal 52 dalam UU

51 H. Zaeni Asyhadie & Rahmawati Kusuma, 68.
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tersebut menyatakan bahwa perjanjian kerja dibuat atas beberapa dasar
sebagai berikut:

“(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

a. kesepakatan kedua belah pihak;

b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian kerja yang dibuat olen para pihak yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum”.

Pada ketentuan lain pembahasan hubungan kerja dalam BABIX UU

RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, perjanjian
kerja yang dibuat secara tertulis memuat nama, alamat perusahaan, jenis
usaha (pengusaha), nama, jenis kelamin, umur, alamat tenaga kerja (tenaga
kerja), jabatan atau jenis pekerjaan, besarnya upah dan cara
pembayarannya, syarat-syarat kerja memuat hak dan kewajiban pengusaha
dan tenaga kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan tanda
tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut yang
sudah disepakati tidak boleh ditarik kembali atau di ubah kecuali ada
persetujuan semua pihak, perjanjian kerja di buat untuk waktu tertentu dan
tidak tertentu sesuai kesepakatan yang berisi jangka waktu atau selesainya
suatu pekerjaaan tersebut. Perjanjian kerja secara tertulis harus

menggunakan bahasa Indonesia yang benar, namun perjanjian kerja yang

dibuat tidak tertulis atau lisan maka dinyatakan sebagai perjajian kerja
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untuk waktu tidak tertentu.®> Namun pengusaha wajib membuatkan surat
pengangkatan bagi tenaga kerja tersebut. Surat pengangkatan memuat
antara lain: nama dan alamat tenaga kerja, tanggal mulai bekerja, jenis
pekerjaan, dan besarnya upah.>®

Perjanjian kerja tersebut dapat berakhir apabila tenaga kerja
meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu pekerjaan yang telah
disepakati pada perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan atau lembaga
hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap, adanya
keadaan atau kejadian tertentu yang mengakibatkan hubungan kerja
berakhir pada perjanjian kerja. Jika pengusaha meninggal dunia maka
perjanjian kerja tidak berakhir karena perusahaan dapat beralih dengan
sebab penjualan, pewarisan atau hubah, maka hak-hak tenaga kerja
menjadi tanggung jawab pengusaha baru. Apabila salah satu pihak
mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah
disepakati atau bukan sebab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 61
ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar
ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah tenaga kerja sampai batas waktu
perjanjian kerja berakhir.>*

Sebagai tambahan dapat dikemukakan hak dan kewajiban
pengusaha dan tenaga kerja dalam perjanjian hubungan kerja adalah:
a. Mentaati perjanjian dan melaksanakan sebaik-baiknya

b. Memberitahukan isi perjanjian kepada tenaga kerja

52 pasal 54-57, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5% Pasal 63, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
% pasal 61-62, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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c. Menetapkan dan menegaskan agar tenaga kerja memenuhi aturan yang
berlaku sesuai perjanjian®

Pada pasal 64 UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menegaskan bahwa: “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat
secara tertulis. ”° Ketentuan dalam pasal 64 inilah yang sering disebut
outsourcing. Dapat di ilustrasikan untuk memperjelas maksud pasal 64
yaitu, missal A adalah pengusaha jual beli komputer, B adalah perusahaan
penyedia jasa buruh berbentuk badan hukum sebagai perseroan terbatas. C
adalah buruh pada perusahaan B. A mengadakan perjanjian pemborongan
pekerjaan dengan B, isi perjanjian pemborongan ini adalah (bahwa
perusahaan B harus membersihkan seluruh ruangan kerja perusahaan A).
lalu sebagai tenaga kerja pada perusahaan B sehari-hari C membersihkan
seluruh ruangan kerja perusahaan A. Hubungan kerja yang ada dalam hal
ini adalah B dan C, hubungan hukum antara A dan B bukan merupakan
hubungan kerja melainkan perjanjian pemborongan atau penyerahan
segabian pelaksanaan pekerjaan.>’

Hal-hal berikut ini adalah sejumlah persyaratan yang di tentukan
UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk penyerahan

sebagian pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

55 H. Zainal Asikin, Dasar-dasar hukum perburuhan, 75.
% pasal 64, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5" Abdul R.Budiono, HUKUM PERBURUHAN, (Jakarta: PT Indeks, 2011), 42.
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Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan

penyedia tenaga kerja jasa adalah perjanjian pemborongan pekerjaan

yang dibuat secara tertulis.

. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama

2) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari
pemberi kerja

3) Merupakan kegiatan penunjang perusahan secara keseluruhan

4) Tidak menghambat proses produksi secara langsung

Perusahaan penyedia jasa buruh tersebut harus berbentuk badan hukum

. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi tenaga kerja pada

perusahaan penyedia jasa tenaga kerja sekurang-kurangnya sama

dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan

pemberi kerja atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Hubungan Kkerja antara perusahaan penyedia jasa dengan tenaga

kerjanya diatur dalam perjanjian kerja tertulis.

Perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa dengan tenaga

kerjanya dapat merupakan perjanjian kerja waktu tertentu atau

perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka demi hukum status

hubungan kerja tenaga kerja dengan perusahaan penerima
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pemborongan beralih menjadi hubungan kerja dengan perusahaan
pemberi pekerjaan.*®
3. Pengupahan

Pengupahan/upah merupakan bentuk imbalan yang di berikan oleh
pengusaha untuk tenaga kerja sebagai pengganti jasa yang di perolehnya.
upah menurut UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab |
Pasal 1 Ayat (30) adalah “hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. "
Penerima upah adalah buruh dan pemberi/pembayar upah ada dua
kemungkinan vyaitu pengusaha atau pemberi kerja. Aturan hukum
dibayarkannya upah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan antar pihak
atau peraturan perundang undangan, sepanjang ketentuan. Upah dapat di
dasarkan pada perjanjian kerja, sepanjang upah di dalam perjanjian kerja
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.namun
jika upah didalam perjanjian kerja bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan upah di dalam

peraturan perundang-undangan.®

58 H

Ibid., 43
% pasal layat (30), UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
® Abdul R.Budiono, HUKUM PERBURUHAN, 29.
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Hal-hal penting dalam pengupahan tenaga kerja di tegaskan oleh
pasal 88 UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu setiap
pekerja/buruh  berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusian, untuk mewujudkan penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusian pemerintah
harus menetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh
meliputi:®
a. Upah minimum
b. Upah kerja lembur
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

f. Bentuk dan cara pembayaran upah

g. Dendan dan potongan upah

h. Hal-hal yang dapat di perhitungkan dengan upah

i. Struktur dan skala pengupahan yang professional, debfan
memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan
kompetensi (pasal 92).

j.  Upah dan pembayaran pesangon

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

%1 pasal 88, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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Dalam ketentuan upah minimum pemerintah menetapkan upah
minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum terdiri atas, upah
minimum berdasarkan wilayah provensi atau kabupaten/kota dan upah
minimum berdasarkan sector pada wilayah provensi atau kabupaten/kota.
Upah minimum di arahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dan
di tetapkan oleh Gubenur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Pengupahan Provensi dan/atau Bupati/Walikota. Komponen serta
pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) pasal 89 diatur dengan keputusan menteri.®?

Ketentuan-ketentuan pengusaha dalam member upah kepada tenaga
kerja yaitu pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah
minimum, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum
dapat dilakukan penangguhan, dan tata cara penangguhan diatur dengan
keputusan menteri. Peraturan pengupahn yang ditetapkan atas kesepakatan
antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/buruh tidak boleh
rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta dalam hal kesepakatan tersebut jika lebih
rendah atau bertentang dengan peraturan perundang-undangan kesepakan
tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah

pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.®®

%2 pasal 88-89 UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
%3 pasal 90-91, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan

pekerjaan. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib

membayar upah tenaga kerja, apabila:**

o

Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua
masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah,
menikahkan, mengkhitankan, = membaptiskan  anaknya, isteri
melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau
menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu
rumah meninggal dunia

Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang
menjalankan kewajiban terhadap negara

Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalan-
kan ibadah yang diperintahkan agamanya

Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan
tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan
sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha
Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat

Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas
persetujuan pengusaha, dan

Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

% pasal 93

, UU RI No0.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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Peraturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 93 ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama, serta ada ketentuan-ketentuan tersendiri
pada pembayaran upah kepada pekerja/buruh sakit, yaitu:®
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari
upah

b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima
perseratus) dari upah

c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari
upah, dan

d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari
upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak
masuk ketja karena menikah, menikahkan, menghitankan, membabtiskan
anaknya, istri melahirkan atau keguguran kndungan, suami atau istri atau
anak atau anak menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga
dalam satu rumah meninggal dunia, sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 93 ayat (2) huruf , yaitu:®®
a. Pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari
b. Menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
c. Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari

d. Membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari

% pasal 93 ayat (3), UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
% pasal 93 ayat (4), UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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e. Isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2
(dua) hari
f. suamil/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal
dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari, dan
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk
selama 1 (satu) hari.
4. Pemutusan Hubungan Kerja

Pada pembahasan pemutusan hubungan kerja, maka harus ingat
dengan arti hubungan kerja yaitu hubungan hukum. Putusnya hubungan
kerja berarti putusnya hubungan kerja. Karena hubungan adalah hubungan
kerja antara pengusaha dan tenaga kerja. Pasal 1 ayat (25) mengartikan
pemutusan hubungan Kkerja sebagai “Pemutusan hubungan kerja adalah
pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan
pengusaha ”.%’

UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan
tentang keberlakuan ketentuan-ketentuan mengenai pemutusan hubungan
kerja yaitu dalam BAB XII pasal 150 bahwa “Ketentuan mengenai
pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan
hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau
tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan

hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha

%7 pasal 1 ayat (25), UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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sosial dan wusaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain ”.%®

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu
yang telah di tetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan antar
pihak yang terlibat yaitu tenaga kerja maupun pengusaha, karena pihak
yang bersangkutan sama-sama menyepakati atau mengetahui saat
berakhirnya hubungan Kkerja tersebut. Para pihak telah berupaya
mempersiapkan diri dalam menyadari berakhirnya hubungan kerja yang
telah disepakati tersebut. Berbeda halnya dengan pemutusan hubungan
kerja yang terjadi karena adanya perselisihan antar pihak, keadaan ini akan
membawakan dampat terhadap para pihak tersebut, lebih-lebih terhadap
tenaga kerja yang dipandang dari sudut ekonomis yang mempunyai
kedudukan lebih lemah dibandingkan dengan pihak pengusaha. Karena
hubungan kerja pada pihak tenaga kerja akan member pengaruh psikologi,
ekonomis dan finansial, sebab:
a. Tenaga kerja telah kehilangan mata pencaharian.
b. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai pengganti harus banyak

mengeluarkan biaya.®
Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha ada 2 hal yang

memungkinkannya, yaitu:

% pasal 150, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
% H. Zaeni Asyhadie, HUKUM KETENAGAKERJAAN, (Jakarta: Kencana,2019), 252.
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a. Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu rasionalisasi atau
pengurangan jumlah pekerja atau buruh, hal ini bisa terjadi karena
dengan jumlah yang sedemikian kemungkinan perusahaan tidak akan
mampu menjalankan kewajibannya seperti (membayar upah) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemutusan hubungan Kkerja rasionalisasi atau
kesalahan ringan tenaga kerja UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan pasal 151 ayat (2) ditentukan, bahwa: “Pengusaha,
pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan
segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan
hubungan kerja”. Jika segala upaya yang dilakukan tidak ada hasil dan
pemutusan hubungan kerja tetap terjadi, maka pemutusan hubungan
kerja harus dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat
buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh tidak menjadi
anggota serikat pekerja/buruh. Perundingan harus dilakukan secara
musyawarah mufakat dengan memperhatikan: tingkat loyalitas
pekerj/buruh kepada perusahaan, masa kerja dan jumlah tanggungan
pekerja/buruh yang akan diputuskan hubungan kerjanya. Jika
perundingan tidak mendapatkan hasil persetujuan pengusaha, maka
pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan
pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan Pengadilan Hubungan

Industrial.
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Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan
secara tertulis kepada pengadilan hubungan industrial disertai alasan
yang menjadi dasarnya. Permohonan tersebut akan diterima apabila
rencana pemutusan hubungan kerja tersebut dirundingkan oleh
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh apabila
pekerja/buruh tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh. Dan
penetapan permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat
diberikan jika ternyata perundingan tersebut tidak menghasilkan
kesepakatan. Namun selama putusan pengadilan hubungan industrial
belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap
melaksanakan segala kewajibannya, atau pengusaha dapat melakukan
tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses
pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta
hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.”

Pemutusan hubungan kerja yang tidak mendapatkan penetapan
dari pengadilan hubungan industrial adalah batal demi hukum.
Penetapan pengadilan hubungan industrial tidak diperlukan dalam hal:
1) Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah

dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya
2) pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara

tertulis atas kemauan sendirianpa ada indikasi adanya

" H. Zaeni Asyhadie, HUKUM KETENAGAKERJAAN, 253.
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tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja
sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali
3) pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja
bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau
4) pekerja/buruh meninggal dunia.”™
b. Pekerja/buruh telah melakukan kesalahan, baik kesalahan yang
melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan,
perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama (kesalahan ringan),
maupun kesalahan pidana (kesalahan berat).”

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha
diwajibkan membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja
serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Perhitungan uang
pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 156 paling sedikit
sebagai berikut:"

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2
(dua) bulan upah

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3
(tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun,

4 (empat) bulan upah

! pasal 154, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
"2 H. Zaeni Asyhadie, HUKUM KETENAGAKERJAAN, 254.
" pasal 156 ayat(1)- (2), UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



46

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun,
5 (lima) bulan upah

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun,
6 (enam) bulan upah

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun,
7 (tujuh) bulan upah.

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan)
tahun, 8 (delapan) bulan upah

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:’

o

masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun,

2 (dua) bulan upah

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan)
tahun, 3 (tiga) bulan upah

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua
belas) tahun, 4 (empat) bulan upah

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima
belas) tahun, 5 (lima) bulan upah

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18

(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah

" pasal 156 ayat (3), UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21
(dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24
(dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) meliputi :”

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya
ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja

C. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan
15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang
penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian Kkerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana yang
dimaksud pasal 156 UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ayat
(2), (3) dan (4) ditetap dengan peraturan pemerintah.’

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang
seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :

a. upah pokok

" pasal 156 ayat (4), UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
7® pasal 156 ayat (5), UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan
kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari
catu (bagian selaras) yang diberikan kepada pekerja/buruh secara
cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan
subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian
dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.”

Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar
perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali
penghasilan sehari. Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar
perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka
penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari
selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang
dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Dalam hal
pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada
upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-
rata 12 (dua belas) bulan terakhir.”

5. Hubungan Industrial

Hubungan industrial (industrial relations) tidak hanya sekedar
manajemen organisasi perusahaan yang di jalankan oleh seorang manager,
yang menepatkan pekerja sebagai pihak yang selalu di atur. Namun
hubungan industrial meliputi fenomena baik di dalam maupun di luar

tempat kerja yang berkaitan dengan penempatan dan pengaturan hubungan

" pasal 157, UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
"8 pasal 157 ayat(2), (3),dan(4) UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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kerja. Pada Negara maju hubungan industrial mencermikan pekerja,
organisasi pekerja, perusahaan, pemogokan kerja, penutupan perusahaan
maupun perundingan kolektif (perjanjian kerja bersama).”
Menurut UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1
ayat (16) hubungan industrial merupakan ‘“suatu sistem hubungan yang
terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa
yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang
didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.% Berdasarkan pengertian hubungan
industrial dalam UU tersebut terdapat tiga unsur yaitu pemerintah,
pekerja/buruh, dan pengusaha.
Dari tiga unsur hubungan industrial di atas UU RI No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan pasal 102 menegaskan bahwa pemerintah,
pekerja/buruh, dan pengusaha memiliki fungsi masing-masing, yaitu:®
a. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai
fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan
pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

b. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat
pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan

sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan

"Lalu Husni, PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2007), 16.

8 pasal 1 ayat (16) UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

8 pasal 102 UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan
keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan
memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

c. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi
pengusahanya  mempunyai  fungsi  menciptakan  kemitraan,
mengembang-kan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan
kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan
berkeadilan.

Pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha yang merupakan tiga
unsur hubungan industrial ini mungkin saja akan terjadi perselisihan
hubungan industrial di karenakan sebab tertentu. Dari kemungkinan yang
terjadi antara 3 unsur ini hanya perselisihan pengusaha dan pekerja/buruh
saja yang termasuk hubungan industrial. Hal ini di tegaskan dalam UU RI
No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 136 bahwa:®
a. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh

pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara
musyawarah untuk mufakat.

b. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha
dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan
perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

82 pasal 136 UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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Prosedur penyelesaian perselisinan hubungan industrial yang di
tegaskan dalam UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal
136 ayat (2) tersebut, tidak di atur di dalamnya. Namun ada Undang-
undang tersediri yang mengaturnya yaitu dalam UU No.2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Perselisihan hubungan industrial yang mungkin terjadi menurut UU
RI No.13 Tahun 2003 jo UU No.2 Tahun 2004 dikenal ada empat jenis
hubungan industrial, yaitu sebagai berikut beserta pengertiannya:®
a. Perselihan hak adalah perselisihnan yang timbul karena tidak

dipenuhinya hak, adanya perbedaan pelaksanaan atau perbedaan
penafsiran ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja sama.

b. Perselisihan kepentingan adalah perselisihnan yang timbul dalam
hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang di tetapkan
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang
timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

d. Perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan

adalah perselisihan serikat pekerja/buruh dengan serikat pekerja/buruh

8 H. Zaeini Asyhadie & Rahmawati Kusuma, HUKUM KETENAGAKERJAAN, 208.
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lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian

paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban

keserikatan pekerja.
B. Konsep Ketenagakerjaan di Era Revolusi Industri 4.0

Dalam pembahasan konsep ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0
ini lebih membahas tentang fakta atau kenyataan ketenagakerjaan di era
globalisasi ini. Pembahasan ini lebih mengarah tentang fenomena-fenomena
ketenagakerjaan saat ini, dan tentunya sesuai latar belakang yang ada. Antara
lain tentang hubungan kerja, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan
peradilan hubungan industrial.

Sugeng Santoso PN (2019) dalam kutipannya yang berjudul Revolusi
Industri 4.0 dan Perubahan Konsep Hubungan Industrial yang di unggah pada
rabu, 23 Januari 2019 melalui link internet HUKUMONLINE.COM
(http://m.hukumonline.com) menyampaikan bahwa:

“Konsep revolusi industri 4.0 ini merupakan konsep yang pertama kali
di perkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Ekonom asal Jerman
sekaligus penggagas World Economik Forum (WEF) hal ini
disampaikan melalui bukunya yang berjudul The fourth Industrial
Revolution di dalamnya menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 secara
fundamental dapat mengubah cara hidup, bekerja, dan berhungan satu
dengan yang lainnya. Revolusi industri 4.0 yang telah memulai
berlangsung pada tahun 2000-an tepatnya 2018 yang antara lain
ditandai dengan perubahan-perubahan dalam cara hidup, bekerja, dan
berhubungan antara manusia. Fenomena perubahan pelaku proses
produksi dari tenaga kerja ke mesin atau robot (otomatisasi)”.®*

Dari pernyataan di atas dapat di pahami bersama bahwa era revolusi

industri 4.0 ini benar-benar berpengaruh pada perubahan hidup manusia, baik

8 HUKUMONLINE.com (http://m.hukumonline.com)
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dari segi gaya hidup, bekerja dan hubungan antara manusia. Perubahan ini
tentunya juga berpengaruh pada konsep ketenagakerjaan di era ini. Oleh
karena itu dalam pembahasa ini mencoba untuk mengkaji dan mengungkapkan
konsep ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0 yang nantinya akan
memberi pengetahuan baru bagi kita semua dan akan menjadi kesimpulan dari
pembahasan sebelumnya pada pembahasan selanjutnya.

Revolusi industri yang selalu menjadi dasar adanya perubahan dalam
sistem kerja termasuk sistem hubungan kerja sebagaimana konsep awal
hubungan industrial adalah hubungan kerja, hubungan privat antara
pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan. Perubahan hubungan kerja juga
muncul berupa perkembangan sistem bisnis, misalnya: jual beli online,
transportasi berbasis online dan hal lain yang sangat memudahkan masyarkat
pada umumnya di era ini. Kemudahan-kemudahan ini juga membawa akibat
terancamnya posisi  pekerja/buruh  konvensional. Pekerja/buruh  yang
mempunyai hubungan Kkerja dengan perusahaan tertentu saat ini
mengutamakan konsep hubungan kerja yang akan berubah dengan adanya
revolusi industri 4.0 tersebut.

Kurniawan, 2016, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Jember, yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Transakti Jual-Beli
Sistem Dropship (Di Toko Jilbab Online Fera-Shop Jember). Dari hasil
penelitian tersebut menyatakan bahwa:

“Toko online Fera-Shop ini transaksi jual-beli yang dilakukan adalah

jual-beli sistem dropsip. Jual-beli sistem dropsip yaitu sistem jual-beli

yang mana penjual tidak perlu menyetok barang-barang untuk di jual-
belikan akan tetapi dropship adalah model jualan online dan proses
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penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun dimana penjual
tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu,
bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjualan tidak perlu membeli
barang terlebih dahulu untuk di jual, melainkan hanya menyediakan
sarana pemasaran di media sosial seperti, website, facebook, dan BBM.
Setelah membayar item yang di beli, dropship akan membayar harga
supplier dan mengirim kepada pembeli. Supplier perusahaan akan
mengirim produk kepada pelanggan langsung, dan selisih antara harga
penjual dan harga supplier adalah keuntungan dropshiper.”85
Dari hasil penelitian Kurniawan di atas mencontohkan ketenagakerjaan
yang ada pada saat ini dari segi hubungan kerja, hubungan industrial, dan
pengupahan. Hubungan kerja dan hubungan industrial yang ada pada
penelitian di atas adalah supplier perusahaan dan Fera-Shop sebagai
dropshiper serta penjual online, yang mana perjanjian hubungan kerjanya atau
sistem kerjanya Fera-Shop tidak perlu menyediakan modal dan stok barang
untuk di jual kepelanggan hanya saja di pasarkan melalui media sosial Fera-
Shop. Ketika ada pelanggan yang membeli barang dan membayarnya, maka
Fera-Shop akan membayar harga barang kepada suplier perusahaan, dan
supplier perusahaan akan mengirim barang langsung kepada pembeli. Harga
barang yang di berikan oleh supplier perusahaan kepada dropshiper lebih
rendah dari pada harga penjualan dropshiper/Fera-Shop ke pembeli. Maka
selisih harga tersebut yang akan menjadi keuntungan Fera-Shop sebagai
dropshiper.
Fenomena ketenagakerjaan saat ini dapat di contohkan lagi oleh

transportasi online yang saat ini sudah melanda setiap kota-kota besar, seperti

contoh GO-JEK. GO-JEK saat ini menjadi alat tranportasi online yang sangat

8 Kurniawan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transakti Jual-Beli Sistem Dropship (Di Toko
Jilbab Online Fera-Shop Jember)”, (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Jember, 2016).
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di minati masyarakat luas terutama di kota besar, dan layanan aplikasi GO-
JEK yang termasuk alat transportasi berbasis online ini banyak masyarakat
yang berpendapat sangat membantu dan mempermudah memenuhi
transportasinya. Namun ada kalangan masyarakat juga merasa tidak di
untungkan dengan adanya transportasi online ini di karenakan merugikan alat
transportasi konvensional yang ada lebih awal. Konsep ketenagakerjaan dalam
hubungan kerja, hubungan industrial, pengupahan dan pemutusan kerja pada
GO-JEK dapat di uraikan berdasarkan hasil penelitian berikut ini.

Perubahan konsep hubungan industrial berdasarkan revolusi indutri 4.0
lebih cenderung kepada konsep hubungan industrial yang bersifat partnership
atau lebih kemitraan. Konsep hubungan industrial yang membentuk hubungan
mutualisme dalam pemahaman saling memberdayakan, maka antara dunia
industi, pekerja dan pemerintahan merupakan satu sinergi yang menopang
pertumbuhan ekonomi. Dari pemaparan di atas kenyataan bahwa revolusi
industi 4.0 telah menggeser hubungan kerja. Relasi antar pekerja dan pemberi
kerja bukan lagi berbentuk hubungan kerja akan tetapi berbentuk kemitraan.
Perubahan-perubahan tersebut ada karena pengaruh perubahan konsep
ketenagakerjaan yang ada di era revolusi industri 4.0 ini.

Samsul, 2019, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Jember, yang berjudul Analisis Perjanjian Kerja PT.GO-JEK Indonesia
Prespektif UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa:

“Perjanjian kerjasama antara PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra
pengendara dibuat dalam bentuk kontrak elektronik yang terdapat
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dalam aplikasi GO-JEK Driver, Perjanjian kemitraan tersebut
diberlakukan setelah calon mitra melengkapai persyaratan yang
diberikan, dan dinyatakan oleh PT. GO-JEK Indonesia telah memenuhi
syarat untuk menjadi mitra pengendara.

Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra dapat memilih
untuk tidak mengakses atau tidak menggunakan Aplikasi GO-JEK.
Pihak GO-JEK bebas untuk melakukan suspend (menutup akses
kepada akun) jika terjadi indikasi kecurangan atau pelanggaran dengan
alasan apapun tanpa harus membuktikan terlebih dahulu apakah mitra
benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak. GO-JEK juga
memiliki ~ kewenangan  untuk  memutus hubungan perjanjian
kemitraan secara sepihak jika terjadi indikasi kecurangan atau
pelanggaran dengan alasan apapun tanpa harus memberikan teguran
terlebih dahulu dan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu apakah
mitra  benar-benar melakukan pelanggaran. PT.Go-Jek telah
menyediakan aplikasi Go-Jek yang digunakan pengemudi Go-Jek
untuk mencari pesanan konsumen sehingga mendapatkan imbalan
berupa uang tunai maupun saldo. PT.Go-Jek tentu membutuhkan biaya
untuk perawatan server aplikasi dan untuk mengaji karyawan yang
bekerja didalam perusahaan PT.Go-Jek. Sehingga dalam perjanjian
kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek, ada
suatu bagi hasil antara pihak- pihak. Bagi hasil tersebut timbul apabila
pengemudi Go-Jek mendapatkan upah atau bayaran atas jasa yang telah
dia lakukan kepada konsumen, dimana PT.Go-Jek mendapatkan 20%
atas upah tersebut dan pengemudi Go-Jek mendapatkan sisanya yaitu
80%. Apabila pembayaran yang dilakukan oleh konsumen
menggunakan uang tunai, maka 20% yang menjadi hak PT.Go-Jek
akan didapatkan dari terpotongnya saldo milih pengemudi Go-Jek.
Karena setiap pengemudi Go-Jek wajib memiliki saldo Go-Jek untuk
pembayaran saldo ataupun poin-poin bonus yang akan diberikan oleh
PT.Go-Jek yang dapat ditukarkan uang tunai apabila telah terkumpul
dengan batas minimal yang ditentukan oleh pihak PT.Go-Jek. Namun
apabila pembayaran dilakukan secara saldo oleh pihak konsumen,
maka pengemudi Go-Jek tidak mendapatkan uang secara tunai,
melainkan bertambahnya saldo Go-Jek miliknya yang sudah secara
otomatis terpotong 20% untuk PT.Go-Jek”.%®

Dari hasil penelitian Samsul di atas dapat di analisa, bahwa hubungan
kerja dan hubungan industrial yang ada tidak seperti yang ada dalam UU RI

No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, melainkan hubungan kerja pada

8 Samsul , “Analisis Perjanjian Kerja PT.GO-JEK Indonesia Prespektif UU No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).
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PT. GO-JEK berbentuk kemitraan. Pemutusan hubungan kerja PT. GO-JEK
terhadap mitranya berdasarkan pelanggaran mitranya, melalui beberapa
teguran dan apabila tetap terjadi pelanggaran maka hubungan kerjanya di
putuskan oleh PT. GO-JEK dengan sepihak tanpa adanya persetujuan
mitranya.

Dari dua contoh fakta ketenagakerjaan saat ini bisa di ketahui bersama
bahwa ketenagakerjaan saat ini tidak seluruhnya di atur dalam UU RI No.13
tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang di khawatirkan nantinya banyak

menimbulkan permasalahan antara pengusaha dan pekerja maupun sebalikya.



BAB IV
RELEVANSI UU RI NO.13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
A. Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 Pada Masyarakat dan Individu
Era revolusi industri 4.0 mengubah cara manusia hidup, bekerja dan
berkomunikasi. Revolusi industri 4.0 juga membentuk ulang (reshaping)
sistem pemerintahan, sistem pendidikan, sistem pelayanan kesehatan, sistem
perdagangan dan hampir setiap aspek kehidupan. Selain itu hubungan antar
manusia, dan peluang-peluang kerja dan pendidikan juga akan mengalami
perubahan di era ini. Pengaruh-pengaruh era revolusi industri 4.0 ada yang
berpengaruh positiv maupun negativ terhadap setiap individu, yaitu:
1. Pengaruh Positiv
Revolusi industri 4.0 bukan sebuah hambatan, melainkan sebuah
keciscaan. Berbeda dengan keyakinan banyak orang bahwa revolusi
industri 4.0 akan menyulitkan masyarakat terutama masyarakat desa,
justru era ini akan membuka banyak peluang bagi masyarakan
terutamanya bagi masyarakat desa. Pada era ini teknologi dapat menjadi
agen baru perubahan yang kuat untuk selamanya. Pendidikan dan akses ke
informasi dapat meningkatkan kehidupan miliaran orang di dunia.
Perangkat dan jaringan komputasi yang semakin kuat, layanan digital,
serta perangkat seluler dapat menjadi kenyataan bagi orang-orang di

seluruh dunia, termasuk penduduk di Negara-negara terbelakang.
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Revolusi media sosial, seperti di wujudkan Facebook, Twiter, dan
Tencent yang memberikan pengaruh kepada semua orang. Selain itu cara
manusia berkomunikasi secara langsung di seluruh planet ini berubah. Saat
ini, lebih dari 30% penduduk dunia menggunakan layanan media sosial
untuk berkomunikasi dan agar tetap update dengan bebagai peristiwa
dunia. Inovasi-inovasi tersebut dapat menciptakan lingkungan global yang
sebenarnya dan membawa miliaran orang masuk ke dalam ekonomi
global. Media sosial dapat membawa kita mengakses produk dan layanan
dan model pasar yang benar-benar baru. Kita memiliki kesempatan untuk
belajar dan menghasilkan uang dengan cara baru. Belum lagi media sosial
memungkinkan kita memiliki identitas baru dengan cara melihat potensi
diri sendiri yang sebelumnya terasa tidak mungkin.

Fandrik Haris Setia Putra mahasiswa Pascasarjana IAIN Jember
mengutip dalam jurnalnya bahwa:

“Revolusi industri 4.0 akan mempermudah koneksi antara pasar

tradisional dengan pasar global lewat e-commerce/transaksi online.

Generasi milenial harus menjadi motor penggerak revolusi industri

4.0 harus di beri ruang untuk membangun konektivitas jejaring

digital. Hal ini juga sebagai upaya membendung kalangan generasi

milenial masyarakat desa yang memiliki pengetahuan dan bekal

teknologi yang mempuni lebih memilih hidup dikota atau luar

negeri”.?’

Seperti halnya kutipan diatas, layanan belanja dan pengiriman
online, termasuk yang dilakukan menggunakan drone, membentuk ulang

pemahaman akan kenyamanan dan pengalaman ritel. Kemudahan

87 Fandrik Haris Setia Putra, “Revitalisasi Bumdesa Bersama Dalam Menghadapi Revolusi
Industri 4.0.”, (jurnal, Jember: 1AIN Jember, 2019)
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pengiriman mengubah masyarakat, bahkan yang tinggal di tempat-tempat
terpencil, dan memacu ekonomi pedesaan atau daerah terpencil.

Dibidang lain kemajuan dalam ilmu biomedis dapat menciptakan
kehidupan yang lebih sehat serta rentang hidup yang lebih lama. Misalnya
kemajuan yang merujuk pada inovasi dalam ilmu saraf, seperti
menghubungkan otak manusia ke computer untuk meningkatkan
kecerdasan atau pengalaman dunia simulasi. Bayangkan apabila kekuatan
robot bergabung dengan keterampilan manusia dalam memecahkan
masalah. Kemajuan dalam keamanan otomotif melalui teknologi revolusi
industri 4.0 dapat mengurangi korban jiwa dan biaya asuransi, serta emisi
karbon. Kendaraan otonom (auotonomous vehicles) dapat membentuk
ulang ruang hidup kota, arsitektur, dan sistem jalan raya, serta memberikan
lebih banyak ruang bagi manusia untuk bersosialisasi dan berkegiatan.®

Bagi para pekerja, teknologi digital dapat mengurangi tugas-tugas
yang dapat diotomatisasi, sehingga mereka dapat lebih berkonsentrasi
menangani masalah bisnis yang lebih kompleks serta memberi mereka
lebih banyak kebebasan. Hal ini dapat juga memberikan peralatan dan
wawasan yang benar-benar baru pada pekerja. Dengan demikian, mereka
dapat merancang solusi lebih kreatif bagi masalah-masalah yang tidak

dapat di atasi sebelumnya.

8 Astrid Savitri, ” "Revolusi Industri 4.0”, 125.
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2. Pengaruh Negativ

Keberadaan kita saat ini ada pada ambang revolusi yang secara
fundamental akan mengubah pola hidup seperti cara manusia bekerja dan
berhungan dengan sesame. Perkembangan ini akan terus terjadi dan sulit
untuk di prediksi. Revolusi 4.0 ini menegaskan konsep digital dalam
memenuhi kebutuhan industri dan perekonomian. Revolusi industri ini
akan membawa banyak perubahan industri yang semakin kompak dan
efesien.

Pembahasan pada media sosial yang di unggah melalui akun
KOMPASIANA senin 27 mei 2019 jam 20.20 yang dapat di jadikan
sumber fakta pengaruh negativ revolusi industri 4.0 pada masyarakat saat
ini, seperti berkurangnya sumber daya manusia karena digantikan mesin.
Beberapa Pengaruh negativ revolusi industri 4.0 pada masyarakat, ialah:®
a. Mesin menggatikan orang

Adanya mesin menciptakan pabrik-pabrik baru untuk
menampung manufaktur. Mesin juga bekerja dengan waktu dan upaya
yang di awasi untuk efesien dalam menciptakan produk baru. Karena
manfaat dari mesin inilah yang berpengaruh berkurangnya sumber daya
manusia karena digantikan mesin.

b. Orang banyak yang tinggal di kota
Pada pola kehidupan manusia zaman dulu, sebagian besar

masyarakat tinggal di pedesaan dan melakukan pekerjaannya di rumah.

¥\ndira Adiadwi Putri, "Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Kehidupan Manusia”,(
Kompasiana, Mahasiswa Prodi IImu Perpustakaan Fikom Unpad,2019).
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Setelah adanya revolusi industri ini, masyarakat banyak memilih untuk
tinggal di kota sebab barang diproduksi di pabrik menggunakan mesin
secara massal. Tidak hanya pindah ke kota, beberapa bagian orang akan
pindah ke daerah lain karena beberapa faktor seperti upah yang lebih
tinggi dan pelayanan yang lebih baik di daerah yang baru.
. Cara Produksi Pakaian dan Kain Berubah

Sebelum era revolusi, manusia membuat sebuah pakaian sendiri
di rumah. Munculnya revolusi industri dan mesin, menyebabkan adanya
kemudahan dalam membuat pakaian. Produk tekstil menjadi salah satu
hal yang sepenuhnya diubah oleh revolusi industri. Sehingga Mereka
membeli bahan baku dan peralatan untuk membuat pakaian kemudian
diproduksi dengan menggunakan mesin jahit dan mesin lainnya. Hal ini
berdampak pada jumlah produksi yang dilakukan secara massal,
sehingga produk akan lebih murah karena diproduksi dengan mudah
dan banyak.
. Sistem Ekonomi Baru Tercipta

Hal ini dikarenakan revolusi industri memenuhi kebutuhan
perekonomian. Tidak hanya memenuhi, Revolusi Industri 4.0
menciptakan sistem ekonomi baru yang dikenal sebagai Kapitalisme
Industri. Kapitalisme Industri adalah dimana terjadi perubahan dalam
alur industri sebelum dan sesudah revolusi. Sebelum adanya revolusi,
para pedagang merupakan orang-orang Yyang penting dalam

perdagangan dan ekonomi.
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Setelah industrialisasi, orang terpenting berubah menjadi
pemilik pribadi dari pabrik-pabrik yang menghasilkan laba dan
kekayaan yang terbesar. Adanya revolusi dalam teknologi juga
memudahkan adanya transaksi jual beli seperti dengan menggunakan
aplikasi atau via daring.

e. Industrialisasi Menyebabkan Masalah Baru

Salah satu dampak negatif dari revolusi industri 4.0 lainnya
adalah polusi dan limbah yang dihasilkan karena efek samping pabrik,
mesin, dan bahan kimia yang digunakan dalam proses industri. Limbah
ini menyebabkan banyak masalah baru karena mencemari lingkungan.
Tidak hanya itu, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan hal lain
yang merubah proses produksi dan transportasi ini disebabkan oleh
revolusi industri.

Dapat dipahami dari apa yang telah di jelaskan yang menjadi fakta
saat ini, bahwa setiap perkembangan industri yang terjadi selama ini selalu
ada dampak baik dan buruk di dalamnya. Manusia harus ikut berkembang
dan berevolusi untuk dapat bertahan hidup. Kemajuan teknologi tidak
dapat dihindari, namun sebaliknya manusia harus ikut memajukan pribadi
diri agar dapat bersaing dengan negara lain. Karena tidak dapat dipungkiri
revolusi industri pada Negara kita akan terus terjadi dan sulit untuk
diprediksi. Sehingga sebagai manusia dan masyarakat Indonesia, Kita

harus siap untuk menyikapi setiap perubahan yang terjadi di dunia ini.
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B. Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 Pada Ketenagakerjaan

Pada era revolusi industri 4.0 ini yang begitu berpengaruh besar dalam
kehidupan manusia baik pengaruh positiv maupun negativ, tentunya juga
berpengaruh besar pada ketenagakerjaan yang menjadi pembahasan pokok
dalam penelitian ini. Karena sebagian besar subjek dalam ketenagakerjaan
tentunya banyak manusia atau masyarakat Negara. Hal ini di bahas dalam
berita yang penulis dapatkan melalui akun KOMPASIANA yang di unggah
pada senin 13 mei 2019 jam 19.56, bahwa unggahan membahas tentang
presentase responden masyarakat terhadap pengaruh era revolusi industri
terhadap ketenagakerjaan saat ini yang di dapatkan melalui kuisioner yang
disebarnya, yaitu sebagai berikut:

77.14 % responden merasakan dampak positif dari revolusi industri
4.0. Responden merasakan dengan adanya revolusi industri 4.0, terdapat
banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dengan mudah, cepat, lebih tepat,
akurat, dan lebih hemat dengan menggunakan alat atau mesin.Lalu, dapat
mempermudah kehidupan manusia sehingga tenaganya tidak terbuang
percuma untuk hal yang kurang penting baginya.Selain itu, revolusi industri
4.0 pun menjadi dorongan bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan
skill, ilmu pengetahuan, dan kemampuan analisis serta leadership dalam
lingkungan kerja.Sehingga, tenaga kerja menjadi semakin berkembang.
Seperti manusia dapat mendapatkan kerja yang lebih tidak membosankan,

walaupun mereka akan terpaksa untuk belajar hal-hal baru. Tapi dengan
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industri 4.0 manusia tidak perlu melakukan pekerjaan yang repetitif dan
menghabiskan waktu.

88,57% responden telah mengetahui tentang revolusi industri 4.0. Hal
ini merupakan suatu hal yang wajar, sebab revolusi industri 4.0 sedang hangat
dibicarakan akhir-akhir ini. Penggunaan robot dan artificial intelligence mulai
menggantikan keterlibatan manusia di dalamnya. Adanya revolusi industri 4.0
berdampak pada berbagai aspek, salah satunya ketenagakerjaan dan ekonomi
baik secara positiv maupun secara negativ. Salah satu contoh dampak revolusi
industri adalah muncul banyak pekerjaan baru yang tidak pernah terpikirkan
sebelumnya.

97.14% responden yang merasakan bahwa zaman sekarang beberapa
pekerjaan sudah dilakukan oleh mesin.Sedangkan, sisanya yaitu sebesar
2.86% responden yang tidak merasakan bahwa beberapa pekerjaan sudah
dilakukan oleh mesin.Hal ini dapat disebabkan karena teknologi yang semakin
canggih seiring berjalannya waktu. Menurut salah satu analisis, sebuah situs
komunitas untuk para pencari pekerjaan, automasi akan meningkat drastis
pada tahun 2033.

47% dari pekerjaan yang ada pada saat ini, akan diambil alih oleh
tenaga mesin. Salah satu contoh pekerjaan yang dilakukan oleh mesin yaitu
tellerbank yang sudah mulai digantikan oleh mesin anjungan tunai mandiri
(ATM). Menurut Mark Gilder, Direktur Strategi Distribusi Citibank, ada 85%

pekerjaan teller bank yang dilakukan olen mesin ATM, seperti mengambil
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uang tunai, transfer dana (pemindahbukuan), membayar tagihan pembayaran
atau pinjaman, hingga membeli pulsa.

22.86 % responden lainnya merasakan dampak negatif dari adanya
revolusi industri 4.0. Responden merasakan bahwa dengan adanya revolusi
industri ini, karena dengan mesin menggantikan pekerjaan manusia, akan
membuat manusia semakin malas, dan juga banyak tenaga kerja yang
dikeluarkan dari pekerjaannya atau lapangan pekerjaan semakin berkurang.
Seperti contoh tol lebih cepat karena memakai e-toll dalam metode
pembayarannya tetapi dengan adanya e-toll membuat pekerjaan sebagai
penjaga pintu tol pun menghilang atau tidak digunakan lagi.

Dalam hal pengaruh era revolusi industri 4.0 pada ketenagakerjaan ini,
salah satu organisasi pengusaha yaitu APINDO berpendapat, yang di unggah
melalui berita Kompas.com pada hari selasa 24 april 2018 jam 08.00, dalam
berita ini berpendapat sebagai berikut:

“JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

menilai hadirnya revolusi industri 4.0 bisa menjadi ancaman tersendiri

bagi tenaga kerja dalam negeri yang tidak memiliki keterampilan untuk
beradaptasi dalam pekerjaan-pekerjaan jenis baru.

"Betul ini akan menjadi ancaman yang sangat serius kalau tidak

diantisipasi nanti apabila terjadi ledakan jumlah tenaga kerja yang tidak

terampil di sektor formal,” ucap Ketua Umum Apindo Hariyadi B

Sukamdani, di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Oleh karena itu, Hariyadi menyarankan perlu adanya perubahan pola

pendidikan dan pola vokasi di Indonesia. Sebab, menurut dia, bukan

zamannya lagi anggapan bahwa begitu bersekolah vokasi maka setelah
lulus akan diterima di industri dengan mudah.

"Ini harus dilihat lagi dan sekarang juga orang lebih cenderung bekerja

sendiri-sendiri atau self employed. Nah itu kan harus ada panduan,
cara-cara pelatihan, dan vokasinya harus disesuaikan,” imbuhnya.

% Daffodil, "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Ketenagakerjaan”, (Kompasiana,2019).
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Keterampilan spesifik, terutama yang berkaitan dengan teknologi
digitalisasi, memang sangat dibutuhkan bagi tenaga kerja untuk
beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 sendiri ditandai dengan banyaknya sektor industri
yang menggunakan otomatisasi mesin dan penggunaan robot.

Bahkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengonfirmasi akan
ada jenis pekerjaan yang bakal hilang seiring dengan berkembangnya
Revolusi Industri 4.0.

"Tetapi yang harus disampaikan juga bahwa akan ada tumbuh
pekerjaan baru yang sekarang ini kita prediksi jumlahnya 65.000
pekerjaan.Oleh karena itu sekarang adalah bagaimana kita harus bisa
menyesuaikan dengan perubahan tersebut,” tutur Bambang di Gedung
Kemenkominfo Jakarta, SeninA pekan lalu.

Berdasarkan data Barenbang Kemenaker yang dirilis tahun ini, ada
beberapa pekerjaan yang menurun dalam tiga periode Revolusi Industri
4.0 sejak 2018 hingga 2030 mendatang.

Beberapa pekerjaan yang menurun itu di antaranya adalah manajer
administrasi, sopir, tukang cetak, pengantar surat, resepsionis, agen
perjalanan, operator mesin, juru masak makanan cepat saji, dan ahli

Iasaa.gl

Dari beberapa pendapat diatas dapat di analisis bahwa Revolusi industri
4.0 merupakan suatu tantangan yang harus bisa kita ambil dampak positifnya
semaksimal mungkin dan kita antisipasi dampak negatifnya.Walaupun
manusia mengetahui dampak buruk dari penggunaan mesin dalam industri,
namun bukan berarti pengunaan mesin harus dilarang. Kemajuan teknologi
tetap saja harus dipelajari. Selain mendukung progam pemerintah dalam
memajukan Indonesia dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, hal
yang dapat kita persiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yaitu
dengan menyiapkan ilmu pengetahuan, skill, kemampuan analisis,
kemampuan bekerja sama dalam tim, leadership, dan kemampuan
berkomunikasi. Sebagai seorang pelajar sebaiknya juga dapat membagikan

ilmu yang dimilikinya sehingga dapat memberikan dampak kepada

% http://www.kompas.com
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masyarakat dengan meningkatkan kemampuan masyarakat hingga dapat
bersaing pada era revolusi industri 4.0 ini.
. Relevansi UU RI NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Era
Revolusi Industri 4.0
Pertanyaan-pertanyaan besar yang sering muncul pada saat ini tentang
ketenagakerjaan adalah “apakah masih relevan UU RI NO.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Di Era Revolusi Industri 4.0 ini ?”. pertanyaan-
pertanyaan itu muncul karena banyaknya perubahan-perubahan konsep
ketenagakerjaan di era ini. Misalnya di lihat dari beberapa fakta
ketenagakerjaan saat ini dan pada UU RI NO.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
Pada salah satu contoh pembahasan Konsep Ketenagakerjaan Dalam
UU RI NO.13 Tahun 2003 dan Konsep Ketenagakerjaan Di Era Revolusi
Industri 4.0 di atas dapat di analisis kerelevansiannya, yaitu pada contoh fakta
di BAB Il1 sebagai berikut:
1. Transaksi Jual Beli Sistem Dropship
Pada hasil penelitian tersebut Hubungan kerja, hubungan industrial
dan pengupahan yang ada adalah supplier perusahaan dan pemilik toko
online sebagai dropshiper serta penjual online, yang mana perjanjian
hubungan kerjanya atau sistem kerjanya pemilik toko online tidak perlu
menyediakan modal dan stok barang untuk di jual kepelanggan hanya saja
di pasarkan melalui media sosialnya atau toko online tersebut. Ketika ada

pelanggan yang membeli barang dan membayarnya, maka pemilik toko
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online akan membayar harga barang kepada suplier perusahaan, dan
supplier perusahaan akan mengirim barang langsung kepada pembeli.
Harga barang yang di berikan oleh supplier perusahaan kepada dropshiper
lebih rendah dari pada harga penjualan dropshiper/ pemilik toko online ke
pembeli. Maka selisih harga tersebut yang akan menjadi keuntungan
pemilik toko online sebagai dropshiper.

Sistem kerja di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja
antara pekerja dan pengusaha bersifat pertemanan atau partnership,
sehingga pekerja rentan bekerja ditempat lain, waktu dan tempat bersifat
fleksibel jadi bisa dimana saja. Penggajian atau upah pekerja sesuai berapa
banyaknya barang terjual. Sehingga jika terjadi pemutusan hubungan kerja
kemungkinan besar tidak ada yang nhamanya uang pesangon.

Hal di atas merupakan sistem kerja pada saat ini, sedangkan UU RI
NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hubungan kerja, hubungan
industrial dan pengupahan yang ada yaitu mengandung peraturan bahwa di
tetapkan bekerja satu tempat, sehingga pekerja tidak bisa melakukan
pekerjaan di perusahaan lain, serta jam kerja dan tempat telah di atur dan
di sampaikan pada kesepakatan awal antara pengusaha dan pekerja. Gaji
pekerja yang telah di sepakati di awal juga di atur dalam pengupahan
tenaga kerja di tegaskan oleh pasal 88 UU RI No0.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, vyaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusian,

untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
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bagi kemanusian pemerintah harus menetapkan kebijakan-kebijakan
pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.®? Salah satunya upah
minimum, ketentuannya yaitu upah minimum pemerintah menetapkan
upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum
terdiri atas, upah minimum berdasarkan wilayah provensi atau
kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sector pada wilayah
provensi atau kabupaten/kota.
2. Perjanjian PT. Go-Jek Indonesia

Pada penelitian yang lain dapat dijadikan contoh ketenagakerjaan
pada era ini adalah pada perjanjian PT.Go-Jek Indonesia yaitu hubungan
kerja pada PT. GO-JEK berbentuk kemitraan. Pemutusan hubungan kerja
PT. GO-JEK terhadap mitranya berdasarkan pelanggaran mitranya,
melalui beberapa teguran dan apabila tetap terjadi pelanggaran maka
hubungan kerjanya di putuskan oleh PT. GO-JEK dengan sepihak tanpa
adanya persetujuan mitranya. Sehingga mengakibatkan tidak adanya uang
pesangon dari PT. GO-JEK.

Sedangkan hubungan kerja dan pemutusan kerja yang ada pada UU
RI NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah mengandung
peraturan bahwa di tetapkan bekerja satu tempat, bukan mitra atau
partnership sehingga pekerja tidak bisa melakukan pekerjaan di

perusahaan lain, serta jam kerja dan tempat telah di atur dan di sampaikan

% pasal 88 UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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pada kesepakatan awal antara pengusaha dan pekerja. Serta pemutusan
kerja dalam UU RI NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah
Dalam hal pemutusan hubungan kerja rasionalisasi atau kesalahan ringan
tenaga kerja UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat
(2) ditentukan, bahwa: “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat
buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar
Jjangan terjadi pemutusan hubungan kerja”. > Jika ada pemutusan kerja
maka harus dirundingkan oleh pengusaha dan pekerja, Perundingan harus
dilakukan secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan: tingkat
loyalitas pekerj/burun kepada perusahaan, masa kerja dan jumlah
tanggungan pekerja/buruh yang akan diputuskan hubungan kerjanya. Jika
perundingan tidak mendapatkan hasil persetujuan pengusaha, maka
pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh
setelah memperoleh penetapan Pengadilan Hubungan Industrial. Jika
pemutusan kerja tersebut benar-benar terjadi maka pengusaha diwajibkan
membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja serta uang
penggantian hak yang seharusnya diterima. Perhitungan uang pesangon
sebagaimana dimaksud telah di atur dalam ayat (1) pasal 156 UU RI No.13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*
D. Undang-undang Lain Yang Mengatur Tentang Sistem Ketenagakerjaan
Untuk mengetahui kerelevansian UU RI No.13 Tahun 2003 di era

revolusi industri 4.0 ini harus juga memperhatikan undang-undang lain yang

%151 ayat (2) UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
% pasal 156 ayat (1) UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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mengatur tentang sistem ketenagakerjaan, dikhawatirkan kerelevansian yang
dimaksud sudah diatur dalam undang-undang lain tersebut.

Dari beberapa referensi sistem ketenagakerjaan baru yang ada pada saat
ini seperti yang dicontohkan onlineshop dan ojek online pada pembahasan
sebelumnya, hal tersebut juga di atur dalam undang-undang lain dan peraturan
pemerintah, yaitu UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU No.8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No.82 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dan PP No.80 Tahun 2019
Tentang Perdagangan Melalui Sistem Online.

Dalam undang-undang di atas mengatur sistem ketenagakerjaan baru
yang ada pada saat ini dalam segi kesepakatan atau perjanjian kerja yang
meliputi kontrak kerja atau batas waktu kerja, modal, bagi hasil, kewajiban-
kewajiban para pihak dan berakhirnya waktu kerja, hal ini di atur dalam UU
No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.”® UU No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, PP N0.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem
dan Transaksi Elektronik yaitu mengatur tentang perlindungan konsumen
dalam transaksi digital jika konsumen merasa dirugikan seandainya barang
yang dijanjikan itu berbeda, serta mengatur aktivitas belanja online dalam
bentuk code condutct.”® PP No0.80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui

Sistem Online mengatur tentang iktikad baik, kehatian-hatian, transparansi,

% UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
% http://m.ccnindonesia.com, CCN Indonesia (kamis,13/12/2018,20:17)
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kepercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat, serta mengatur
pelaku usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau
melakukan  e-commerce/Transaksi  online kepada konsumen yang
berkedudukan diwilayah hukum NKRI, yang meliputi jumlah transaksi, nilai
transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau jumlah traffic atau pengakses.”’
Pada pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada undang-undang
lain yang mengatur tentang sistem ketenagakerjaan saat ini, namun lebih fokus
pada aktifitas perdagangan dan perlindungan konsumen bukan pada
ketenagakerjaan atau pada pengusahan dan tenaga kerja. Serta penelitian ini
fokus pada sistem ketenagakerjaan dalam UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0 yang telah menjadi fokus kajian,

tujuan penelitian, serta sumber data primer dan sekunder pada penelitian ini.

% http://amp.kontan.co.id (Yudho winarto, Rabu 04 Desember 2019, 10:28 WIB)
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Bahwa konsep ketenagakerjaan dalam UU RI NO.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja, pengupahan, dan
hubungan industrial antara pengusaha dengan tenaga kerja mengandung
peraturan bahwa di tetapkan bekerja satu tempat, pekerja tidak boleh
melakukan pekerjaan di perusahaan lain, karena jam kerja dan tempat telah
di atur dan di sampaikan pada kesepakatan awal antara pengusaha dan
pekerja. Serta mengatur pemutusan hubungan kerja dan uang pesangon
yang dilalui perundingan secara musyawarah mufakat dengan
memperhatikan: tingkat loyalitas pekerj/buruh kepada perusahaan, masa
kerja dan jumlah tanggungan pekerja/buruh yang akan diputuskan
hubungan kerjanya. Serta perhitungan uang pesangon dari pengusaha
untuk tenaga kerja.

2. Bahwa konsep ketenagakerjaan revolusi industri 4.0 yaitu hubungan kerja
antara pekerja dan pengusaha bersifat pertemanan atau partnership,
sehingga pekerja rentan bekerja ditempat lain, waktu dan tempat bersifat
fleksibel jadi bisa dimana saja. Penggajian atau upah pekerja sesuai berapa
banyaknya hasil yang diperoleh pekerja. Sehingga jika terjadi pemutusan

hubungan kerja tidak ada yang namanya uang pesangon. Serta hubungan
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kerja berdasarkan kesalahan pekerja, dilalui dengan teguran namun jika
terjadi kesalahan pekerja lagi, maka pemutusan hubungan kerja diputuskan
pengusaha.

3. Bahwa UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di era revolusi
industri 4.0 ini kurang relevan. Dikarenakan banyak sistem
ketenagakerjaan baru yang ada saat ini tidak ada atau belum di atur dalam
UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sehingga perlu
adanya penambahan atau revisi UU RI No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

B. Saran-saran
Penulisan penelitian ini sungguh masih sangat jauh dari kata sempurna,
hasil penelitian ini perlu adanya kritik dan saran dari pembaca dan khususnya
bagi para Dosen Institut Agama islam Negeri Jember. Untuk itu beberapa hal
yang mungkin jadi catatan peneliti berkaitan dengan hasil penelitian ini,
menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dan individu, bahwa Revolusi industri 4.0 merupakan
suatu tantangan yang harus bisa kita ambil dampak positifnya semaksimal
mungkin dan kita antisipasi dampak negatifnya.Walaupun manusia
mengetahui dampak buruk dari penggunaan mesin dalam industri, namun
bukan berarti pengunaan mesin harus dilarang. Kemajuan teknologi tetap
saja harus dipelajari. Selain mendukung progam pemerintah dalam
memajukan Indonesia dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja,

hal yang dapat kita persiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0
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yaitu dengan menyiapkan ilmu pengetahuan, skill, kemampuan analisis,
kemampuan bekerja sama dalam tim, leadership, dan kemampuan
berkomunikasi. Sebagai seorang pelajar sebaiknya juga dapat membagikan
ilmu yang dimilikinya sehingga dapat memberikan dampak kepada
masyarakat dengan meningkatkan kemampuan masyarakat hingga dapat
bersaing pada era revolusi industri 4.0 ini.

Bagi pemerintah terkhusus kepada DPR selaku pembuat Undang-undang,
hendaknya merevisi atau melengkapi UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan sedikitnya tiga hal yaitu pertama, hubungan industrial
yang saat ini hubungan antara pemberi kerja dan pekerja bersifat
pertemanan atau partnership sehingga dapat menyebabkan pekerja bisa
bekerja di tempat yang berbeda serta waktu dan tempatnya fleksibel.
Kedua, gaji pekerja saat ini perhitungan pembayaran bisa saja per jam, per
hari, per minggu, per bulan atau sesuai tingkat keahlian sesuai kesepakatan
atau perjanjian bersama. Ketiga, hubungan kerja vyaitu jika sistem
penggajian demikian kalau ada pemutusan kerja tidak ada yang namanya
uang pesangon. Ketigal hal tersebut belum di atur dalam UU RI No.13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya dari beberapa
kalangan banyak yang membahas tentang hal-hal ketenagakerjaaan yang
ada pada era ini yang perlu di atur dalam UU Rl No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, karena faktanya banyak perkembangan-

perkembangan sistem ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0 ini.
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METRIK PENELITIAN

Judul Variabel Subvariabel Indikator Metode Penelitian Fokus Kajian
Relevansi UU RI No0.13 |A. UU RI No.13 Tahun 2003 1. Ruang lingkup UU RI a. Pengertian Ketenagakerjaan Pendekatan penelitian: Bagaimana konsep
Tahun 2003 Tentang | Tentang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Tentang |, gpiek Hukum perundang-undangan ketenagakerjaan dalam
Ketenagakerjaan Di Era Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan dan konseptual UU RI No.13 Tahun

Revolusi Industri 4.0

. Konsep Ketenagakerjaan
dalam UU RI No.13 Tahun

2003 tentang
Ketenagakerjaan

a. Landasan, Asas, dan Tujuan
Hukum Ketenagakerjaan

b. Hubungan Kerja
c. Pengupahan
d. Pemutusan Hubungan Kerja

e. Hubungan Industrial

B. Era Revolusi Industri 4.0

. Tinjauan Era Revolusi

Industri 4.0

a. Pengertian, sejarah, dan
perkembangan revolusi
industri

b. Klasifikasi era revolusi
industri

. Konsep Ketenagakerjaan di

Era Revolusi Industri 4.0

Fakta ketenagakerjaan di era
revolusi industri 4.0 vaitu:
Hubungan Kerja, Pengupahan
Kerja, Pemutusan Hubungan
Kerja dan Hubungan Industrial
Kerja di era revolusi industri 4.0.

. Relevansi UU RI No.13

Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, di Era
Revolusi Insustri 4.0

a. Pengaruh Era Revolusi
Industri 4.0 Pada Masyarakat
dan Individu

b. Pengaruh Era Revolusi
Industri 4.0 Pada
Ketenagakerjaan

c. Relevansi UU RI NO.13
Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Di Era
Revolusi Industri 4.0

Jenis penelitian:
penelitian hukum
normatif

Sumber data primer:
UU RI No.13 Tahun
2003 tentang
Ketenagalerjaan dan
buku revolusi industri
4.0

Sumber data sekunder:
buku-buku artikel-
artikel tentang
ketenagakerjaan, buku-
buku atau artikel-artikel
tentang era revolusi
industri 4.0, serta
berita-berita yang
memuat
ketenagakerjaan dan era
revolusi industri 4.0

Teknik pengumpulan
data: metode
dokumentasi yaitu
berupa peraturan,
tulisan, berita dan karya
monumental dari
seseorang seperti
journal atau artikel-
artikel. untuk
mendapatkan informasi
tentang hukum
ketenagakerjaan dan era
revolusi industri 4.0

Analisi data: metode
analisis deskriptif

2003 tentang
Ketenagakerjaan?

Bagaimana konsep
Ketenagakerjaan di Era
Revolusi Industri 4.0 ?

Bagaimana relevansi
UU RI No.13 Tahun
2003 tentang
Ketenagakerjaan, di Era
Revolusi Insustri 4.0 ?




IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id e digilib.iain-jember.ac.id e digilib.iain-jember.ac.id ¢ digilib.iain-jember.ac.id e digilib.iain-jember.ac.id e digilib.iain-jember.ac.id



ongan bekenin secara langsiny
pengawasat instruk b atan
alaman, dalam proses

I, dalom rang-

|wlut||\.‘ll i\
a dan
Inhy berpent
asa di perusa
keahtian tertentu,

adalah kepiatan un-
an pemberi Kerja,

4 lombagad
Ji hawah Prmbind
pekend P vang le
|\\mh|l\~i parang dan atitd
kil menpuasdt foterampilan ata he
12, Pelayanant penempatan fenaga Ex||.|‘ ‘
tuk |.ncmpcﬂcnmk:m fenaga Reri deng il
i tenaga hera dapal mcmpcrulchpvlu'u.i.m3mm
Wil e (. dan Kemampuannya, dan

hakat, ik .
I tenaga Kerja yang se-

sesuan dengan
emprerole

pembert kerja dapat m

an kebutuhannya- :
adalah warga negara asing pemegang

{ bekerja di wilayah Indonesia.
fah perjanjian antara pckcrjux’lmrul1
kerja yang memuit

suan deng
{3, Tenaga kerja asing

visa dengan maksuc
4. Perjanjian kerja ada

dengan pengusaha atau
arat kerja. hak, dan kew
15. Hubungan kerja adalah hubungan antara

ngan pekerja‘buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang
an, upah, dan perintah.

pembert
ajiban para pihak.

syaral sy
pengusaha de-

mempunyai unsur pekerja
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang
‘bentuk antara para pelaku dalam proscs produksi ba-
a yang terdiri dari unsur pengusaha, pe-
ng didasarkan pada nilai
asar Negara Re-

ter
rang dan‘atau jas
kerja/buruh. dan pemerintah ya
nilai Pancasila dan Undang Undang D
publik Indonesia Tahun 1945,

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang
dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di
an maupun di luar perusahaan, yang bersifat
a. mandiri, demokratis, dan bertanggung
perjuangkan. membela serta melindungi
a meningkatkan

perusaha
bebas. terbuk
jawab guna mem
hak dan kepentingan pekerja/buruh sert
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi
dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya
terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh
yang sudah tercatat instanst yang bertanggung jawab dj
bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh,
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y. 4
1
3

19 1 emba
HIM » AN i i
B ke sama twipartit adilah forum ko

nikasi, kong :

' 1sult

kvlcmu-ulm1-n.1“'m dan musyawarah tentang masalah
aan yang anggotanya terdint dan unsur or-

ganisasy pey
pusaha, senk aledsli :
hamerintals ikat pekerja/serikat buruh, dan

”. I L”lt“”“] [\ lll\“l { i » rr f ] at secarn
« Crusg uan g 1 ICT T yat secanr
‘ [t (ll Ic\h l cratu dan )HH[ (hl i

aha yang me
dan tata tenib peruvnhann l nuat syarat syarat kerja

. Perjani |
2 Janjian ke
o jian .leT_lﬂ bersam
pakan hasil perunding
buruh atay beberap
tercatat pada ing

tertulis olely pengus

a adalah perjanjian yang meru-
' ‘.n.\kanl:xrn serikat pekerja/serikat
,".“: crikat pekerja/serikat buruh yang
dang kulcmlt.’ukcr"- .'l yang bertanggung jawab di bi-
0 i J-l.;:i dengan pengusaha, atau beberapa
: alau perkumpula ' va ua
el e an pengusaha yang memua
i h:;;hak dan kewajiban kedua b:Iah pihu;c1
mngan  industriz -
il Industrial adalah perbeda
i) Y;i g mengakibatkan pcrlcntangalm 'ml(:m
buruh atay ( a‘lk gabungan pengusaha dengan ‘k m‘r;
dldll serike B i 1 . ‘ o
il mc!lzllpgk}frji(a/scrlkalt buruh karcnapadanj;ﬂ
5t har hak, perselisi ‘
persclisihan ne ! » perselisihan kepentingan
N bemutusan hubungan kerja serta peE l" df}‘l“
a perselisih-

an antar SCllka( ]) l S < y da am satu
cker a/‘c
l"!l\al bun[h han 1 l 1

23. Mogl(:k kerja adalah tindakan
canakan dan dilaks
o qc:' i(:( :: dtl]z(lk:,‘nnakzm secara bersama-sama dan/atan
serikat pekerja/serikat bury : bt
» ?)lau memperlambat pekerjaan P
. Penutupa g :
usamul;l)nlln }]zerusahuan (lock out) adalah tindakan pen
e uk menolak pekerja/buruh seluruhnya at .
Qg) i glan untuk menjalankan pekerjaan o
-} Pemutusg gi ] R
- ker;: rdhltbuncan kerja adalah pengakhiran hubung;
d a Karena suatu hal terte i ;
e . ntu yang mengakib
rakhirnya hak dan kewajiban antara peke az;b o
pengusaha, Rl
26. Anak adalal i
H alah setiap orang vyang i
(delapan belas) tahun. e g

2 . S]dng h:\“ ldaldl t a l) l () -
n-' [ 1 Wak U ant
ra llkll 6.00 Sampal de

pekerja/buruh yang diren-
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28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empatr)
jam.

29 Seminggy adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.

ah adalah hak pckerjn;’buruh yang diterima dan dinya
uk uang scbagat jmbalan dari pengusaha
emberi kerja kepada pekcrjaf'buruh yang ditetap-
rkan menurut suatu perjanjian kerja, ke-
pcrundang undangan, tcrmasuk
\h dan keluarganya atas suatu
g telah atau akan dilakukan.

atu pemecnuhan

takan dalam bent
atau P
kan dan dibaya
sepakatan. atau peraturai
tunjangan bagi pckc[iu/’bun
pekerjaan dan/atau jasa yan
3]. Kescjahteraan pckcrja/buruh adalah su
kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah
dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan

kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat

mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan ker-
ja yang aman dan schat.

32. Pengawasan ketenagakerjaan a
wasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan p¢
undangan di bidang ketenagakerjaan.

33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bi-
dang ketenagakerjaan.

dalah kegiatan menga-
rundang

BAB II

L ANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

"

Pasal 2 -

—

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pasal 3

ketenagakerjaan diselenggarakan atas

Pembangunan
Jalui koordinasi fungsional lintas

asas keterpaduan dengan me
sektoral pusat dan daerah.

Pasal 4

g

Pembangunan ketenaééﬂéﬁjéan bertujuan :
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja se-

cara optimal dan manusiawi,

_ Pustaka MAHARDIKA
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-i;
&

mewujudkan
€ az
pemerataan kesempatan kerja dan
penye-

diaan t

€naga ker-,

emba fJa yang sesuai

p ngunan nasional dan dac U‘E:l dengan kebutuhan
>rah;

LA

memberikan :

: Pefhndun

m gan k 4 -
ewujudkan kescjahteraan: de;:]add tenaga kerja ‘dalam

meningkatkan kesei
S, escjahteraan tenaga kerja dan kel
eluar-
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BAB IX
HUBUNGAN KERJA
| Pasal 50

fjadi janjian kerja
bungan kerja terjadi karena adanya perjanj
Hubung ;
tara pcngusaha dan pekerja/buruh.
an! g

Pasal 51

ji rja di tertulis atau lisan.
Perjanjian kerja dibuat secara ter ? .
“‘; ’;:‘Jiﬂll;iﬂll keljﬁ yang dipcrsyar:nkan secara tertulis di-
(2 -

laksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku.

Pasal 52

janjian kerja di dasar :
Perjanjian kerja dibuat atas :
(” a. kesepakatan kedua belah pihak:

b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan
hukum; o

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d.

pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan

perundang undangan yang bcrlaku:

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para plh?k yang berten-
tangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang berten-
tangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf ¢ dan d batal demi hukum.

Pasal 53
Segala hal dan/atau biaya yang diperiukan bagi pelaksa-

naan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan men-
jadi tanggung jawab pengusaha.

Pasal 54‘

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-ku-
rangnya memuat :

j" (€]

2

(2) Perjanjian kerja untuk w

(1) Perjanjian kerja untu

i

-

-

2) Perjanjian kerja untuk wakty tertentu yang dibuat tidak

> ) |
N n.lun.ml pcnlS§haan. dan jenis usaha; ?% ; an dengan ketentuan sebagit mana
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamay pe o tertulis benentang dimyaakan schagat peryanian
buruh; dimaksud dalam ayat (1) dinyataka %
jeni j raktu vdak 8
c. jabatan atau jenis pckcrjaan; kerja tntok W “\.‘“ ‘\?da\\ \:er}t“d‘b““\ NPT
d.  tempat pekerjaan; (3) Dalam hal perjanjian cria i e e msiis
¢.  besarnya upah dan cara pcmbuyamnnva; nesia dan bahasa %‘“&m‘kcc\uamw iy
f.  syarat syarat kerja yang memuat hak day kewaj bedaan '\mmﬂs?tm'\ an :‘ e S
pengusaha dan pekerjarburuh, J“ perianjian kerja yang
g mulai dan jangka waktu berlakunya Perjanjian
h. tempat dan tanggal perjanjian Kerja dibuag, g
tanda tangan para pihak dalam pPetjanjian Xetja,
Ketentuan dalam perjanjian kerja schagaimana dig

dalam ayat (1) huruf ¢ dan f, tidak bol
dengan peraturan perusahaan, perj
dan peraturan perundang und
Perjanjian kerj
dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua),
punyai kekuatan hukum yang sama, serta p

dan pengusaha masing-masing mendapat |
jian kerja,

Perjanjian kerja tidak dap
. ubah, kecuali atas persetujuan

e Perjanjian kerja dib

72

ch bem:ma g
anjian kerja bersamg
angan yang berlaky,
a sebagaimana dimaksug dalam ayat (y
yang mem-
ckerjalburgy
(satu) Petjan:

Pasal 55 :
at ditarik kembali danfatau.di-
para pihak.

Yasal 56

(i

uat untuk w
waktu tidak tertenty,

aktu tertentu atay untuk
aktu tertentu sebagaimana qi-

maksud dalam ayat (1) didasarkan atas ;

a.

b.

jangka wakuw, atay

" selesainya suaty pekerjaan tertentu.

Pasal 57

st
p——

k waktu tertentu dibuat sccara tertu-
lis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf
latin,
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engena penerapan sSInEM manajemen k

o heschatan kenja sebagaimang llill\‘l'ﬂh
ikt Mk

atur dengan Peraturan Pemeringaly d

() Netentuan M
welamatan da
Jalam ayal (N

BAGIAN KEDUA
PENGUI'AL 1AN

Pasal 88

A —
kcu:;'\\umh perhak memperoleh penghasilan i
ndupun yang layak bagt hemanusiaa, y
an penghasilan yang memenubi peng.
ak hagt hemanusiaan schagaimang .
at (L 1‘\cmcnm:ﬂl menetaphan kebi.

jakan pcnp‘umlmn yang nw‘.induugi pekeriaburah,
M Kebtjakan Pngup:\hdh yang melindungi pekerjaburah
ana dimaksud dalam

() Setappe
piemenuhi pengl
N Untuk mewtjudh
Ridupan Yang lay
maksud dalam a1y

sehagam

ayat () meliput :

N upah minimun

b, upah Kerja fembury

¢, upah idak masuk kerja karena berhalangan;

4. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan
\ain di luar pekerjaannyd:

¢, upah karend menjalankan  hak - waktu - istirahat

kerjanya.

bentuk dan card pembayaran upah;

denda dan potongan upah;

hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

_ upah untuk pembayaran pesangon; dan

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana di-
maksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan
hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas

dan pertumbuhan ekc&omi.

e T

kN
Pasal 89

w—-—-"-—" &
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

L

&
I3 Meemraers Mannaoniva

(2

(1)

3

; up;!h minimum hcr las 2
. (.l.\urkan w 1 inst
kuh”mmv - |I.|y.:h provinsi HIATH]

b, lll‘“h m‘nmnum berdasarkan sektor ki ]
provinsi ata kabupaten/kota ey
; LJpah nuu:num sebagaimana dimaksud dalam ayat (1
lh“rilhkll.ﬂ‘ epada pencapaian kebutuhan hid I; yk )
{Jpah minimum sebagaimana dimaksud Jal li:)l'.w | |
alam ayat (1)

. " F 3 v X -
E jitetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rek
AKAN reko-

wdlasi dart Dewan Pengup;
mendast engupahan Provinsi ;
‘ nst ciin/at;

m.i/\\’ullknln. dun/atan By-

s aoanen serta pelaksanaan 1

Komponen 8¢ aksanaan tahapan {
Rl apan pencapaian kebu-

uban hidup layak sebagaimana dimaksud thllwmn g l

Jiatut dengan Keputusan Menteri AR

Pasal 90

WW
pengusahia dilarang membayar upah lebih rendah dari
gpah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8‘;

I ) r : ) v (LB .
Bagi pcngll.\alld ‘ydng tidak mampu membayar upah
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 da 5 t
dilakukan penangguhan. i
Tata card pcnangwlmn sebagaimana dimaksud dalam
(2) diatur dengan Keputusan Menteri ‘

—

ayal
Pasal 91
’p—'—_h'

pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakat
gn antard bpcngusaha dan pekerja/buruh atau sc:rika~
pckerja/ser:kat buruh tidak boleh lebih rendah dari ket

tentuan pengupahan yang ditetapkan peratu ]
Jang-undangan yang berlaku. ran perun-

0 palam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1 Jebih rendah atau bertentangan dengan per

pcrundang-undangan, kesepakatan tersebut batalrf;lcI ﬁt}:}rlan
kum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerj a/? u-
menurut peraturan perundang-undangan yang beriakuumh

Pasal 92

) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denga
n

memperhatikan golongan, jabatan, masa kerj o
an, dan kompetensi. erja, pendidik-
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(2) Pengusaha mc\:lknﬂk.m peninjavan upap, Secary e
dengan memperhatikan kemampuan Perusahaay, . Crkaly
duktivitas, M pro.

) Ketentuan mengenat struktur d;\j\ skala upap schaga;
na dimaksud dalam ayat (1) diawr dengan Kup;,:'"_‘"‘
Menteri. —

Pasal 93 _

) :\]r:},‘?,::}_::ﬂl\hqy" apabila pekerja/buruh 1igay Melaky.
2) K(ctcll“““.‘ schagaimana (‘il.'l:h’\kS\\d dalam ayat (1) lidak
( berlaku, dan pcngusuh:? \\’:1_1"11 mem_haym' upah apabily .
o pokerja /buruh sakit sehingga tidak dapm melakukyy,
peRETE ki et r
b hckcrj:\./'humh perempuan )ang‘sa. it p.\da‘I hari pep.
" tama dan kcdu: masa haidnya schingga tidak dapat
. ckerjaan:
nwlnk'u\:lt‘:nl:; tidak masuk bekerja karena pekerja/
c. kac‘]ml;nikﬁh‘ menikahkan, mengkhitankan, mc};b
b\mlh ]1:;\1\ aaknys, iSKCﬁ me-lahirk;m atau Keguguyray,
bapuis an. suami atau isteri atau anak atau menang,
kandun‘:i:g- ;uﬂ atau mertua atau anggota keluargy
atau orﬂ':u_‘ rumah meninggal dunia;
d ﬁz‘l?:qri:f‘bm'uh tidak d'apat mclall(cukal_ligaekerjaannya
‘ karc;{a sedang menjalankan kewajiban terhadap
negara. ruh tidak dapat melakukan pekerjaannya
“ Eeke?aa/br:enjalan-kan ibadah yang diperintahkan
arer
agamz.m/}l;a’mh persedia melakukan pekerjaan yang
f. Peke‘]a” u‘ikau tetapi pcngusahﬂ tidak mempeker-
telah duambaik karena kesalahan sendirl maupun
jl?liam;: yang seharusnya dapat dihindari peng-
alangs
R /buruh melaksanakan hak istiratiat; .
g P"kc”,a fburuh melaksanakan tugas serikat pekerja/
h- pek‘erab Li'uh atas persetujuan pengusaha; dan :
Serlil;:‘!jla/gluruh melaksanakan tugas pendidikan dari
i. pe

perusahaan.
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\

) Upah yang dibayarkan kep.
( sebngaimana dimaksyd

ada pekerjaburuh yang sakit

e dalam ayat (2) huruf a sebagai
hernkut .

a.

b.

untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (sc-
ratus perseratus)y dary upah: >

untuk 4 (empat) byulay ke
puluh lima perseratus) ¢
untuk 4 (empat) bulyy ketiga, dibayar 509 (h
puluh perseratus) dar upah: dan ayar 50% (lima
untuk bulan selanjutny
lima perseratus) dari y
bungan kerja dilakuk

dua, dibayar 75% (tujuh
ari upah;

a dibayar 25% (dua puluh
pah sebelum pemutusan hu-

an olch Tus:
/("'n Upah yang dibayarkan ke Perigushhis.
{

- masuk bekerja sebag
huruf ¢ sebagai berikut ;
a.

b.

g.

. pada pckcn;i:itbltrull yang tidak
almana dimaksud dalam ayat (2)

pekerja/buruh menikah, dibayar untuk sel

ga) hari; ama 3 (ti-
menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua)
hari;

mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2
(dua) hari;

mcmbapt, skan anaknya, dibayar untuk selama 2
(dua) hari;

isteri melahirkan atay keguguran kandungan
dibayar untuk selama 2 (dua) hari: '

suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau me-

nantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2
(dua) hari; dan

anggota keluarga dalam satu rumah meninggal
dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimak-

su

d dalam ayat (2) ditetapkan dalam petjanjian kerja,

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,

Pasal 94

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan
unjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya
75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok
dan tunjangan tetap.
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(3)

(1)

@

3)

Pcmclriumh. pengusaha, dan peketiabuny, i
pekerja/serikat buruh berupaya “'L‘HUmhuhLl serikat
kan koperasi pekera/buruh, dan mengembay ,k,cmh“_“g'
produk tif sehagaimana dimaksud dul.\m ayat ? | y’h usaha
Pembentukan koperasi sebagaimang ‘“mﬂkwd lal
avat (1), dilaksanakan sesuai dengan Pt‘ramlm dalam
dang-undangan yang berlaku, an perun-
Upaya-upaya untuk  menumbuhkemban
pekerjwburuh sebagaimana dimaksud g
diatur dengan Peraturan Pemerintah,

gkan koperasi
alam aya ),

BAB X1
HUBUNGAN INDUSTRIAL

BAGIAN KESATU
UMUM

Pasal 102

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah
mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan
pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan
penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buryh
dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi
menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,
menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, me-
nyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan
keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan
perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota
beserta keluarganya.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha
dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi mencip-
takan kemitraan, mengembang-kan usaha, memperluas
lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/
buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan,

LEMBAGA |

(H Penycelesaian

2)

(EDELAPAN
AG[AN ‘\EDEL 4 "
4 JENYELESAIAN PERSEUISIHAy

HUBUNGAN INDUSTRIAL

paragraf 1 ! l
Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 136
IR

e
perselisihan hubungan h.\dustrial waiih ¢ ,
laksanakan olch pengusaha dan pekerjaburyh A l
kat pekerja/serikat buruh secara musyawarah gy ki
fakat.
Dalam hal penyelesaian secara musyawarah ungyy
fakat scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidaj ‘ﬂrc;;. .
pai, maka pengusaha dan pckm?rja/ burub atau serjyy o
kerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hub““gan :
industrial melalui prosedur penyelesaian Perselisihy,
hubungan industrial vang diatur dengan undang-unda... -
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BAB X1I
PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERI 7

Pasal 150
unasistinlass

Ketentuan m.cngcr.liu' ]fz:mulus:m '"'b"ngun
nndung»undnug ini meliputi pemutusan h”b"ﬂga,, g
di di badan usaha yang berbadan hukum el
orangan. milik persckutuan atay milik['d”&.‘
Kum, baik milik swasta maupun milik negara, maupba
usaha sosial dan usaha-usaha 'l:un Yang mcmpunyer
dan mempe! erjakan nr:u:lg lain dengan Mmembayee hpe
jmbalant dalam bentuk lain.

terja
orang perse

Pasal 151
ottt

) pengusahas pekcrjnﬂ)uruh, serikat kae'j“/SL'ﬂ'ka; X
dan pcmcn’mahv dcnsan_ segala upaya harus s
hakan agar jangan terjadi an]uFllSﬂn hubungan e

() Dalam hal segala upaya telah djlu'kflkan, tetapi pemyg
an hubungan kerja tidak dapat d}?undari, maka map
pemutusan hubungan kcrjq wa]_xb dirundingkan olet
pengusaha dan serikat pekcqx/senknr buruh atay d&'ﬂgan
pekerjﬂ’humh apabila pekerja’buruh yang bcma“gkumn
tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruhy,

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan Persetujuan
pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja de. |
ngan pekena’buruh setelah memperoleh penetapan darj

: e

lembaga penyel p hub 1 industrial,

Pasal 152

[0} !’ermahunan penetapan pemutusan hubungan kerja dia-
jukan secara tertulis kepada lembaga penyclesaian per-
selisthan hubungan industrial disertai alasan yang men-
jadi dasarnya.

(2) Permohonan penctapan sebagaimana dimaksud dalam
ay:.n.( 1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian per-

?cllsih?n hubungan industrial apabila telah dirundangkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2)

60 — Pusraka MaHARDIKA

j.  pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap. sakit aki-
bat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan
kerja yang menurut surat keterangan dokter .yﬂng
jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipas-
tikan.

(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan {\las-
an sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hu-
kum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pe-
kerja/buruh yang bersangkutan.

Pasal 154

Penctapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat
(3) tidak diperlukan dalam hal :

a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja,
bilamana tclah dipersyaratkan secara tertulis sebe-
lumnya;

b. pekerja/buruh jukan permintaan pengt
diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada
indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha,
berakhimya hubungan kerja sesuai dengan per-

janjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;

c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai de-
ngan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan
perundang-undangan; atau

d. peketja/buruh meninggal dunia.

Pasal 155

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial belum di kan, baik p h

maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala
kewajibannya.

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadaj
k'elcmuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupl:\
tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedan
dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tctaﬁ

SR A T

e

waiib membayar up

bi- ;
h besertd hak-hak Jainnya Y e :
al S o |

asa ditermma \'V:kcrjzmuruh

Dalam hal terjndi pemv s

ha diwajibkan membayar uang pes
penghargaan masa kerja
- scharusnya diterima. ; —
-'6) )Perhitungan uang pesangon >€ba.§.mn.\: .
? dalam ayat (1) paling sedikit sebagai benku!

a.

b.

<.

d.

Pasal 156

- engusa”
can kerjd- P
susan hubunEA® TUC Ty yang

gon
= cantian hak yant

dan uang pengean
na dimaksud

(satu) bulan

masa kerja kurang, dari 1 (satu) tahun, 1
upah; ) -
r:usn kerja 1 (satu) tahun atau lebib tetapi kurang
dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan up:_sfh: )
masa kerja 2 (dua) tahun atau 1ebih tcrapt kurang
dari 3 (tiga) tabun. 3 (tiga) bulan upah; :
masa kerja 3 (uga) tahun atau lebih tetapi kurang
dan 4 (empat) tahun, 4 (cmpat) bulan upah: i

e. masa kerja 4 (cmpat) tahun atau lebih tctapt kurang

dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upaht

f.  masa kerja 5 (lima) tahun atau 1ebih, tetapi kurang

dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang

dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau \cbih tetapi kurang
dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah:
i, masakerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan)
bulan upah.
Perhitungan uang penghargaan masa kerja scbagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut =
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi Kurang
dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah:
b. mada kerja 6 (enam) tahun atau lcbih tetapi kurang
dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi

kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan
upah;
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d.  masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi ku-
rang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

€. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (cnam) bu-
lan upah;

. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bu-
lan upah;

g.  masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8
(delapan) bulan upah;

h.  masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih,

-~ 10 (scpuluh ) bulan upah.

4) /| Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagai-

mana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a.  cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan
keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh dite-
rima bekerja;

c. penggantian perumahan serta pengobatan dan pera-
watan ditetapkan 15% (lima belas perscratus) dari
uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa
kerja bagi yang memenubhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,

keluarganya. termasuk harga pembelian dari catus
yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-
cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja’bu-
ruh dengan subsidi, maka sebagar upah dianggap
selisih antara harga pembelian dengan harga vang
harus dibayar oleh pekerjiw/buruh.

(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas

dasar perhitungan hanan, maka penghasilan sebulan
adalah sama dengan 30 kalj penghasilan sehari.

Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar per-
hitungan satuan hasil. potongan/borongan atau komist,
maka penghasilan schari adalah sama dengan pendapatan
rata-rata per hari sclama 12 (dua belas) bulan terakhir,
dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upzh
minimum provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca
dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka per-
hitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12
(dua belas) bulan terakhir.

o~ peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

'(5)} Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan

e uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). ayat (3). dan ayat
(4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 157

i s B
(1) Komponen upah yang digunakan scbagai dasar per-
hitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,
dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang
tertunda, terdirt atas :
a. upah pokok:
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat
tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan
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Apindo: Revolusi Industri 4.0 Bisa Mengancam Tenaga Kerja

Lokal
Kompas.com - 24/04/2018, 08:00 WIB

e

Bagikan: Komentar llustrasi robot yang menggantikan fungsi manusia.
Lihat Foto llustrasi robot yang menggantikan fungsi manusia.(Thinkstockphotos.com)

Penulis Ridwan Aji Pitoko | Editor Aprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai hadirnya
revolusi industri 4.0 bisa menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja dalam negeri yang
tidak memiliki keterampilan untuk beradaptasi dalam pekerjaan-pekerjaan jenis baru.

"Betul ini akan menjadi ancaman yang sangat serius kalau tidak diantisipasi nanti apabila
terjadi ledakan jumlah tenaga kerja yang tidak terampil di sektor formal,” ucap Ketua Umum
Apindo Hariyadi B Sukamdani, di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Oleh karena itu, Hariyadi menyarankan perlu adanya perubahan pola pendidikan dan pola
vokasi di Indonesia. Sebab, menurut dia, bukan zamannya lagi anggapan bahwa begitu
bersekolah vokasi maka setelah lulus akan diterima di industri dengan mudah.

"Ini harus dilihat lagi dan sekarang juga orang lebih cenderung bekerja sendiri-sendiri atau
self employed. Nah itu kan harus ada panduan, cara-cara pelatihan, dan vokasinya harus
disesuaikan," imbuhnya.

Baca juga : Munas Apindo Bahas Kesiapan Tenaga Kerja Hadapi Revolusi Industri 4.0

Keterampilan spesifik, terutama yang berkaitan dengan teknologi digitalisasi, memang sangat
dibutuhkan bagi tenaga kerja untuk beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0.



Revolusi Industri 4.0 sendiri ditandai dengan banyaknya sektor industri yang menggunakan
otomatisasi mesin dan penggunaan robot. Pekerjaan yang Hilang Bahkan Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker) mengonfirmasi akan ada jenis pekerjaan yang bakal hilang
seiring dengan berkembangnya Revolusi Industri 4.0.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kemenaker Bambang
Satrio Lelono sebelumnya menyampaikan, sebanyak 57 persen pekerjaan yang ada saat ini
akan tergerus oleh robot.

Baca juga : 57 Persen Pekerjaan Sekarang akan Tergerus Revolusi Industri 4.0 "Tetapi yang
harus disampaikan juga bahwa akan ada tumbuh pekerjaan baru yang sekarang ini kita
prediksi jumlahnya 65.000 pekerjaan. Oleh karena itu sekarang adalah bagaimana kita harus
bisa menyesuaikan dengan perubahan tersebut,

" tutur Bambang di Gedung Kemenkominfo Jakarta, Senin pekan lalu. Berdasarkan data
Barenbang Kemenaker yang dirilis tahun ini, ada beberapa pekerjaan yang menurun dalam
tiga periode Revolusi Industri 4.0 sejak 2018 hingga 2030 mendatang. Beberapa pekerjaan
yang menurun itu di antaranya adalah manajer administrasi, sopir, tukang cetak, pengantar
surat, resepsionis, agen perjalanan, operator mesin, juru masak makanan cepat saji, dan ahli
las.

Acrtikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apindo: Revolusi Industri 4.0 Bisa
Mengancam Tenaga Kerja Lokal",

file://IK:/lampiran%20berita/Apindo %20Revolusi%20Industri%204.0%20Bisa%20Mengan
cam%20Tenaga%20Kerja%20Lokal.html.
Penulis : Ridwan Aji PitokoEditor : Aprillia Ika
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Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap
Ketenagakerjaan

13 Mei 2019 19:56 Diperbarui: 13 Mei 2019 20:22
Sejarah dan pengetahuan masyarakat mengenai revolusi industri 4.0

Revolusi industri dimulai saat ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18.
Kala itu, tenaga yang digunakan untuk mengolah barang berasal dari tenaga manusia, tenaga
hewan, seperti kuda dan sapi, serta tenaga angin dan air. Mesin uap sangat membantu
mengurangi penggunaan tenaga-tenaga tersebut yang terbatas pada waktu dan kondisi
tertentu serta membantu meningkatkan produktivitas suatu industri.

Revolusi industri 2.0 dimulai sekitar pada abad ke-19 saat dimulainya proses produksi
massal dan ditemukaannya listrik yang kemudian dipakai sebagai sumber energi utama.
Revolusi industri ini dimulai oleh perusahaan Ford yang memutuskan untuk memproduksi
mobil secara massal sehingga harganya menjadi murah dan semakin banyak orang yang
mampu membelinya.

Revolusi industri 3.0 terjadi pada abad ke-20 saat automasi dan komputer atau barang
elektronik semakin banyak digunakan. Pada masa ini, produsen mulai menggantikan manusia
dengan mesin hingga proses produksi menjadi lebih besar dan biaya produksi dapat ditekan.
Sebagian negara masih menerapkan industri seperti ini.

Revolusi industri 4.0 terjadi pada abad ke-21 ketika teknologi sangat berkembang sehingga
mempengaruhi berbagai aspek, salah satunya industri. Pada era ini, fasilitas fisik seperti alat
atau mesin diintegrasikan dengan fasilitas cyber atau internet. Hal-hal seperti autonomous
robot, cyber security, simulation, industrial internet, augmented reality, dan big data menjadi
salah satu fenomena yang muncul sebagai tanda era 4.0 mulai berkembang.

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, 88,57% responden telah mengetahui tentang
revolusi industri 4.0. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar, sebab revolusi industri 4.0
sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Penggunaan robot dan artificial intelligence mulai
menggantikan keterlibatan manusia di dalamnya. Adanya revolusi industri 4.0 berdampak
pada berbagai aspek, salah satunya ketenagakerjaan dan ekonomi baik secara positif maupun
secara negatif. Salah satu contoh dampak revolusi industri adalah muncul banyak pekerjaan
baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Pengetahuan masyarakat mengenai automasi di revolusi industri 4.0

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, 97.14% responden yang merasakan bahwa zaman
sekarang beberapa pekerjaan sudah dilakukan oleh mesin. Sedangkan, sisanya yaitu sebesar
2.86% responden yang tidak merasakan bahwa beberapa pekerjaan sudah dilakukan oleh
mesin. Hal ini dapat disebabkan karena teknologi yang semakin canggih seiring berjalannya
waktu. Menurut analisis Glassdoor, sebuah situs komunitas untuk para pencari pekerjaan,
automasi akan meningkat drastis pada tahun 2033.


https://www.kompasiana.com/tag/industri
https://www.kompasiana.com/tag/teknologi
https://www.kompasiana.com/tag/ketenagakerjaan

Glassdoor menyatakan bahwa sebanyak 47% dari pekerjaan yang ada pada saat ini, akan
diambil alih oleh tenaga mesin. Salah satu contoh pekerjaan yang dilakukan oleh mesin yaitu
tellerbank yang sudah mulai digantikan oleh mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Menurut
Mark Gilder, Direktur Strategi Distribusi Citibank, ada 85% pekerjaan teller bank yang
dilakukan oleh mesin ATM, seperti mengambil uang tunai, transfer dana (pemindahbukuan),
membayar tagihan pembayaran atau pinjaman, hingga membeli pulsa.

Dampak revolusi Industri 4.0 yang dirasakan oleh masyarakat

Menurut kuesioner yang telah disebar, 22.86 % responden merasakan dampak negatif dari
adanya revolusi industri 4.0. Responden merasakan bahwa dengan adanya revolusi industri
ini, karena dengan mesin menggantikan pekerjaan manusia, akan membuat manusia semakin
malas, dan juga banyak tenaga kerja yang dikeluarkan dari pekerjaannya atau lapangan
pekerjaan semakin berkurang. Seperti contoh tol lebih cepat karena memakai e-toll dalam
metode pembayarannya tetapi dengan adanya e-toll membuat pekerjaan sebagai penjaga pintu
tol pun menghilang.

Sedangkan 77.14 % responden lainnya merasakan dampak positif dari revolusi industri 4.0.
Responden merasakan dengan adanya revolusi industri 4.0, terdapat banyak pekerjaan yang
dapat dilakukan dengan mudah, cepat, lebih tepat, akurat, dan lebih hemat dengan
menggunakan alat atau mesin. Lalu, dapat mempermudah kehidupan manusia sehingga
tenaganya tidak terbuang percuma untuk hal yang kurang penting baginya. Selain itu,
revolusi industri 4.0 pun menjadi dorongan bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan
skill, ilmu pengetahuan, dan kemampuan analisis serta leadership dalam lingkungan kerja.
Sehingga, tenaga kerja menjadi semakin berkembang. Seperti manusia dapat mendapatkan
kerja yang lebih tidak membosankan, walaupun mereka akan terpaksa untuk belajar hal-hal
baru. Tapi dengan industri 4.0 manusia tidak perlu melakukan pekerjaan yang repetitif dan
menghabiskan waktu.

Bagaimana menghadapi revolusi industri 4.0

Revolusi industri 4.0 merupakan suatu tantangan yang harus bisa kita ambil dampak
positifnya semaksimal mungkin dan kita antisipasi dampak negatifnya. Walaupun manusia
mengetahui dampak buruk dari penggunaan mesin dalam industri, namun bukan berarti
pengunaan mesin harus dilarang. Kemajuan teknologi tetap saja harus dipelajari. Selain
mendukung progam pemerintah dalam memajukan Indonesia dengan meningkatkan
produktivitas tenaga kerja, hal yang dapat kita persiapkan untuk menghadapi revolusi industri
4.0 yaitu dengan menyiapkan ilmu pengetahuan, skill, kemampuan analisis, kemampuan
bekerja sama dalam tim, leadership, dan kemampuan berkomunikasi. Sebagai seorang pelajar
sebaiknya juga dapat membagikan ilmu yang dimilikinya sehingga dapat memberikan
dampak kepada masyarakat dengan meningkatkan kemampuan masyarakat hingga dapat
bersaing pada era revolusi industri 4.0 ini.
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Fani Ervita perwakilan dari Thisable Seller yang menjual hasil kerajinan penyandang disabilitas hanya di e commerce elevenia
bersama Chief Finance Officer (CFO) elevenia Lila Nirmandari. Thisable merupakan pemberdayaan ekonomi kreatif untuk
disabilitas Indonesia disela diskusi Wanita Bicara tentang Industri Digital dari Tiga Sudut Pandang di Jakarta, Rabu (26/4/2017).
BeritaSatu Photo/Ruht Semiono

a Siprianus Edi Hardum / EHD % Selasa, 22 Mei 2018 | 21:36 WIB

Jakarta - Pemerintah dan DPR diminta segera merevisi Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka menghadapi
dan menerapkan Industri 4.0. Sebab undang-undang tersebut sudah
ketinggalan zaman dan tidak bisa mengakomodasi Industri 4.0.

Demikian dikatakan anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), M
Aditya Warman kepada wartawan di sela-sela acara peluncuran bukunya
berjudul,"Industrial Relations Issues: Industry 4.0 Perspectives, How to
Develop Industrial Rel's Peace in Digitalization Era” di Gedung Apindo,
Jakarta, Selasa (22/5).

Menurut Aditya, yang diatur dalam revisi UU 13 Tahun 2003 sedikitnya tiga
hal, pertama, hubungan industrial, yakni bagaimana hubungan antara
pemberi kerja dengan penerima kerja (pekerja) bukan lagi hubungan
permanen dan statis tetapi bersifat pertemanan atau parnership. Dalam
hubungan seperti ini, kata dia, pekerja bisa bekerja untuk sejumlah
perusahaan yang berbeda. “Jadi dalam hubungan kerja seperti ini waktu
dan tempat kerjanya tidak mesti monoton di suatu gedung serta
waktunya fleksibel. Nah, hal seperti inilah harus diatur dalam undang-
undang,” kata dia.

Kedua, employ cost atau gaji pekerja. Perhitungan pembayarannya bisa
saja per jam, per hari, per minggu atau per bulan tergantung kesepakatan
atau perjanjian dan sesuai tingkat keahlian. “Dalam konteks hubungan
kerja dan sistem penggajian seperti ini tentu kalau terjadi pemutusan
hubungan kerja tidak dikenal yang namanya uang pesangon,” kata dia.

Ketiga, peradilan hubungan industrial. Dalam undang-undang yang baru
nanti harus diatur perkara seperti apa yang masuk dalam ranah peradilan
hubungan industrial.

Aditya mengatakan, Apindo sudah mengusulkan revisi UU 13 Tahun 2003
kepada pemerintah namun belum ada respons. “Walaupun demikian,
Apindo tengah menyusun draf revisi UU 13 Tahun 2013 ini,” kata dia.
Menurut Aditya, Indonesia merupakan lahan yang subur untuk penerapan
Industri 4.0.



Pasalnya, Indonesia mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang
banyak, memiliki sumber daya alam yang melimpah serta memilik banyak
objek wisata. “Hanya yang menjadi kelemahan bagi Indonesia adalah
kualitas sumber daya manusia yang rendah,” kata dia. Karena kualitas
rendah, kata dia, maka produktivitas tenaga kerja Indonesia juga rendah.

Produktivitas tenaga kerja Indonesia berada pada urutan keempat di
tingkat ASEAN dan urutan ke-11 dari 20 anggota negara anggota ASEAN
Productivity Organisation (APQO). Untuk daya saing saat ini, kata dia,
Indonesia berada pada urutan ke-36 dari 137 negara di tingkat ASEAN,
nomor 9 negara yang tercatat dalam The Global Competitiveness Report
2017-2018.

la menambahkan, APO mencatat produktivitas per jam kerja tenaga kerja
Indonesia mencapai S$ 12. Hal ini menunjukan pekerja Indonesia dapat
menciptakan out put sebesar US$ 12 per jam. Memang dibandingkan
dengan tahun 1990, produktivitas per jam di Indonesia telah meningkat
lebih dari dua kali lipat, dimana pada tahun 1990 hanya sebesar US$ 9,5.
Selama kurun waktu 1990 hingga 2015, produktivitas per jam Indonesia
telah tumbuh sebesar 2,9 persen per tahun.

Sejarah

Idustri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi
dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran
data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber-fisik, Internet
of Things (loT), komputasi awan dan komputasi kognitif.

Industrialisasi dunia dimulai pada akhir abad ke-18 dengan munculnya
tenaga uap dan penemuan kekuatan alat tenun, secara radikal mengubah
bagaimana barang-barang diproduksi. Seabad kemudian, listrik dan jalur
perakitan memungkinkan produksi massal. Pada 1970-an, revolusi industri
ketiga dimulai ketika kemajuan dalam otomatisasi bertenaga komputer
memungkinkan manusia memprogramkan mesin dan jaringan.

Sekarang revolusi industri keempat mengubah ekonomi, pekerjaan, dan
bahkan masyarakat itu sendiri. Di bawah pengertian apa itu Industri 4.0,
banyak teknologi fisik dan digital yang digabungkan melalui analitik,
kecerdasan buatan, teknologi kognitif, dan /nternet of Things (IoT) untuk
menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu
menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Perusahaan digital dapat
berkomunikasi, menganalisis, dan menggunakan data untuk mendorong
tindakan cerdas di dunia fisik.
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Tema revolusi industri 4.0 nampaknya sedang menjadi tema yang sangat menarik. Tema ini selalu diangkat dalam

berbagai forum karena kehadiran revolusi industri 4.0 memengaruhi segala bidang hidup manusia.

Revolusi industri 4.0 merupakan revolusi industri keempat dan hadir setelah terjadi revolusi industri pertama
dengan ditemukannya mesin uap. Revolusi industri kedua yang berkaitan dengan listrik, revolusi industri ketiga

yang serba komputerisasi.

“Revolusi industri 4.0 ditandai perkembangan teknologi dan informasi yang sangat luar biasa. Dalam era ini sering
terdengar istilah artificial intelligent, robotika, internet of thinks hingga mesin cetak 3D," ujar Ruly Nuryanto, S.E.,

M.Si, Deputi Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi & UKM RI, di Hotel Tara Jogjakarta, Selasa (31/10).

Ruly menuturkan dalam perkembangan teknologi informasi yang luar biasa memunculkan istilah disruptive
teknologi dan disruptive ekonomi. Kata-kata disruptive ini memperlihatkan perkembangan teknologi informasi

yang begitu pesat telah “mengganggu” kemapanan usaha-usaha besar yang ada.

“Kita lihat sekarang fenomena bidang retail dengan berkembangnya e-commerse, belum lama SHC di AS salah
satu jaringan retail yang besar terpaksa menutup gerainya dan mengajukan pailit. Disamping terjadi

mismanagement, ditengarai corporat ini gagap dalam mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang
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https://ugm.ac.id/id/post/viewcat?id=4
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terjadi dewasa ini. la “kalah” bersaing dalam mengantisipasi perkembangan e-commerse," ujar Ruly.

Karena itu, menurut Ruly, berbicara revolusi industri 4.0 ukuran besar perusahaan tidak lagi menjadi jaminan,
namun lebih kepada bagaimana kelincahan suatu perusahaan dalam mengakomodasi atau mengantisipasi
perubahan yang terjadi. Dalam konteks ini maka UMKM dan koperasi sebagai salah satu pelaku usaha mau tidak

mau harus siap dan mengantisipasi perkembangan ini.

“Dalam kontek inilah kemitraan menjadi penting, jadi ketika bicara perkembangan teknologi informasi yang luar

biasa dewasa ini yang memengaruhi para konsumen dan memengaruhi pola hidup masyarakat maka sangat

relevan jikakita membicarakan kerja sama dan bukan lagi persaingan," katanya.

Misalnya terkait perkembangan Gojek maka salah satu perusahaan taksi terbesar di Indonesia Blue Bird pada
akhirnya bekerja sama dalam penggunaan aplikasi. Contoh ini merupakan salah satu cara yang dimanfaatkan.

Untuk itu yang berkembang saat ini adalah sharing ekonomi yaitu ekonomi yang berbagi sehingga antar pelaku

usaha tidak lagi bicara persaingan, namun kemitraan.

Berbicara kemitraan, kata Ruly, ada tiga poin utama yang perlu diperhatikan. Pertama, masing-masing pihak
memiliki kesamaan visi dan misi antara pihak-pihak yang bermitra, trust (kepercayaan) dan komitmen kuat dari

masing-masing pihak yang bermitra.

“Tiga hal tersebut adalah hal yang harus dijaga jika kita ingin membagun kemitraan yang baik. Kemitraan yang
sehat dan saling menguntungkan," terangnya pada Workshop & Temu Bisnis Nasional UMKM bertema
“Mewujudkan Sinergi Kemitraan UMKM Menuju Usaha Kecil Yang Tangguh dan Berdaya Saing di Era Revolusi
Industri 4.0.

Direktur Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Prof. Ir. Irfan Dwidya Prijambada M.Eng., Ph.D.,
mengatakan UGM sejak tahun 2012 bertekad kembali ke khitohnya sebagai universitas kerakyatan dan

universitas perjuangan. Salah satu khitoh yang dikembalikan terkait darma pengabdian.

Dengan darma ini maka UGM kemudian membentuk subunit yang menangani pengembangan UMKM dan
Koperasi. Banyak hal yang sudah dilakukan dengan subunit ini, namun belum sempurna terutama dalam

memfokuskan pada pengembangan pemasaran di era revolusi industri 4.0.

“Revolusi industri 4.0 adalah revolusi yang mendekatkan pasar kepada produsen. Kalau dulu pasar melalui pasar
tradisional atau modern, sekarang pasar didekatkan dengan teknologi informasi sehingga pasar bisa

memasarkan langsung produknya," ujar Irfan.

Dian Permanasari, M.Dev, Kasubdit Metodologi & Analisis Riset, Badan Ekonomi Kreatif, menambahkan kehadiran
revolusi industri 4.0 bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri. Di era ini teknologi dan informasi menjadi

mesin utama sehingga data dan informasi menjadi senjata.

“Di era ini iklim bisnis berubah, bisnis konvensional berubah menjadi berbagai macam jenis bisnis baru, dan ini

menjadi kesemapatan untuk mendevelop bisnis-bisnis kita”, katanya.

Dian menyebut populasi penduduk Indonesia sebanyak 262 juta orang, lebih dari 50 persen aktif menggunakan
internet. Sayangnya 87,13 persen dari 143,26 juta penduduk Indonesia menggunakannya hanya untuk media

sosial, padahal internet sesungguhnya bisa dipergunakan untuk peningkatan produktivitas.



“Kita sedang fokus disini, apa-apa yang bisa kita manfaatkan karena internet bisa untuk meningkatkan marketing,
branding dan belanja. Dari 143,26 juta sebanyak 50,08 persen menggunakan internet dengan ponsel. Data dari
Indonesia Digital Landscape 2018 maka 90 menit per bulan rata-rata orang Indonesia menggunakannya untuk
belanja online. Angka ini cukup besar, dari situ kita tahu internet bisa memberi peluang besar untuk

berkembang," ucapnya. (Humas UGM/ Agung; foto: Firsto)
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